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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 4 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN DAN PELAYANAN TATA 
KELOLA LALU LINTAS KAPAL DI PERAIRAN INDONESIA 

    

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang     :    a.  bahwa berdasarkan perkembangan ketentuan 

internasional, pembaharuan sarana telekomunikasi-

pelayaran, serta untuk menyempurnakan proses 
perizinan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan 

mengenai telekomunikasi-pelayaran dan pelayanan tata 

kelola lalu lintas kapal di perairan Indonesia; 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 

70, Pasal 76,   Pasal 84, Pasal 135 ayat (7), dan Pasal 

139 Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian, telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang 

Telekomunikasi-Pelayaran namun  sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan teknologi dan ketentuan 
internasional sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan 

Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan 
Indonesia; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849); 

3. UU Nomor 39 Th 2008 tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5093); 

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 815); 

 
                       MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN DAN 
PELAYANAN TATA KELOLA LALU LINTAS KAPAL DI 

PERAIRAN INDONESIA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia 

beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 
2. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus 

untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap 

pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis 
tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk 

apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem 

elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran 

yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. 
3. Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas 

tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas 

bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu 
tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan 

pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran. 

4. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak 
antara stasiun pantai dengan stasiun radio kapal atau 

antarstasiun radio kapal atau antarstasiun komunikasi 

yang ada di atas kapal, sedangkan stasiun sekoci 
penolong dan stasiun rambu radio petunjuk posisi 

darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini. 

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu. 

6. Kuasa Perhitungan adalah Pelaku Usaha angkutan laut 

nasional dan Pelaku Usaha yang memiliki izin usaha jasa 
maritim dan bertanggung jawab untuk melakukan 

perhitungan jasa telekomunikasi serta menyelesaikan 

pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut 
sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi 

untuk umum dalam Dinas Bergerak Pelayaran dan/atau 

dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun 
internasional. 

7. Stasiun Radio Pantai adalah stasiun darat dalam Dinas 

Bergerak Pelayaran. 
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8. Stasiun Radio Kapal adalah stasiun bergerak dalam 
Dinas Bergerak Pelayaran yang ditempatkan di kapal 

yang tidak tertambat secara tetap kecuali stasiun sekoci 

penolong. 
9. Pelayanan Lalu Lintas Kapal (Vessel Traffic Services/VTS) 

yang selanjutnya disebut VTS adalah pelayanan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah yang memiliki 
kemampuan untuk berinteraksi dengan lalu lintas kapal 

dan menanggapi situasi yang berkembang di dalam 

wilayah kerja VTS untuk meningkatkan keselamatan dan 
efisiensi navigasi, berkontribusi pada keselamatan jiwa di 

laut dan  perlindungan lingkungan maritim. 

10. Otoritas Nasional (Competent Authority) adalah Pejabat 

Pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut berwenang untuk menyediakan dan 

bertanggung jawab terhadap VTS di Perairan Indonesia. 

11. VTS Provider yang selanjutnya disebut Otoritas VTS 
adalah organisasi atau badan yang diberi wewenang oleh 

Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk 

menyelenggarakan pelayanan lalu  lintas kapal melalui 
VTS. 

12. Inspeksi adalah kegiatan memeriksa peralatan secara 

berkala. 

13. Kalibrasi adalah kegiatan untuk mendeteksi dan 
menyesuaikan setiap perbedaan antara peralatan dengan 

standar yang pasti. 

14. Pengujian adalah kegiatan pengujian secara berkala 
untuk dapat menentukan pemakaian dan mendeteksi 

kerusakan mesin dan listrik. 

15. Penyesuaian adalah kegiatan untuk membuat 
penyesuaian secara berkala unsur variabel tertentu 

untuk mencapai kinerja yang optimal. 

16. Perawatan (Servicing) adalah kegiatan pelumasan secara 

berkala, pengisian, pembersihan, dan seterusnya bahan 
atau barang untuk mencegah terjadinya kegagalan 

peralatan. 

17. Pemasangan (Instalment) adalah kegiatan untuk 
mengganti secara berkala batas pemakaian barang atau 

siklus waktu pemakaian atau memakai untuk 

mempertahankan tingkat akurasi yang ditentukan. 
18. Penyesuaian (Alignment) adalah kegiatan membuat 

perubahan salah satu barang yang menentukan elemen 

variabel untuk mencapai kinerja yang optimal. 

19. Rencana Induk Kenavigasian untuk selanjutnya disebut 
Rencana Induk adalah pedoman pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana kenavigasian yang 

mencakup seluruh kebutuhan untuk kegiatan 
keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan 

keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait 
lainnya. 

20. Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting System/SRS) 

adalah sistem pelaporan kapal yang melibatkan kapal 
yang masuk dan keluar wilayah Perairan Indonesia 

untuk menyediakan informasi yang terkini melalui 
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Stasiun Radio Pantai, VTS, Stasiun Radio Pantai yang 
dilengkapi dengan Automatic Identification System (AIS) 

Base Station, dan/atau National Data Centre (NDC) untuk 

Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) 
dengan menggunakan sarana perangkat radio dan 

elektronika pelayaran. 

21. Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) 

adalah sistem identifikasi dan penjejakan kapal jarak 
jauh yang melibatkan kapal yang masuk dan keluar 

wilayah Perairan Indonesia untuk menyediakan informasi 

data kapal, posisi dan penjejakan kepada Menteri melalui 
peralatan Long Range Identification and Tracking of Ship 

(LRIT). 

22. National Data Center (NDC) untuk Long Range 
Identification and Tracking of Ship (LRIT) adalah sarana 
pusat pengumpulan, penyimpanan, penyediaan dan 

penyampaian data informasi LRIT kapal yang didirikan 

untuk memberikan layanan kepada satu Negara.  
23. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) 

adalah sistem telekomunikasi mara bahaya dan 

keselamatan secara menyeluruh dalam dunia pelayaran 
yang berlaku di dunia dengan menggunakan jaringan 

radio terestrial maupun satelit. 

24. Maritime Mobile Services Identity (MMSI) adalah 

identifikasi Dinas Bergerak Pelayaran. 
25. Tanda Panggil (Call Sign) adalah Identifikasi transmisi 

atau pancaran radio untuk menunjukan identitas nama 

stasiun radio dan kepemilikan kebangsaan. 
26. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification 

System) yang selanjutnya disebut AIS adalah sistem 

pemancaran radio very high frequency (VHF) yang 

menyampaikan data-data melalui VHF data link (VDL) 
untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis 

ke kapal lain, VTS, satelit AIS dan/atau SROP. 

27. AIS Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan 
yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus 

dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim 

bergerak, yang memancarkan data Sarana Bantu 
Navigasi-Pelayaran. 

28. Navigasi Elektronik (E-Navigation) adalah pengumpulan, 

integrasi, pertukaran, penyajian, dan analisis informasi 

pelayaran di atas kapal dan di darat yang diselaraskan 
dengan sarana elektronik untuk meningkatkan navigasi 

dari satu tempat ke tempat lainnya dan layanan terkait 

untuk peningkatan keselamatan dan keamanan di laut 
serta perlindungan lingkungan maritim. 

29. Pemanduan Secara Elektronik (E-Pilotage) adalah 

Pemanduan yang dilakukan dengan memanfaatkan VTS. 
30. Pemanduan Jarak Jauh (Remote Pilotage) adalah aktivitas 

dimana pandu melaksanakan tugas pemanduan tanpa 

naik ke kapal yang dipandunya dan saran olah gerak 

kapal disampaikan kepada nakhoda kapal melalui sarana 
Telekomunikasi-Pelayaran. 

31. Navigational Telex (Navtex) adalah layanan pencetakan 

langsung (automated direct-printing) dalam jaringan 
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internasional untuk penyebaran informasi keselamatan 
pelayaran, peringatan navigasi dan meteorologi, 

prakiraan meteorologi dan berita segera lainnya terkait 

keselamatan pelayaran.   
32. Marine Electronic Highway (MEH) adalah jaringan 

navigasi elektronik yang diperuntukkan kepada kapal 

yang bernavigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura 
yang datanya diperoleh dari 3 (tiga) Negara Pantai dengan 

tujuan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan 

perlindungan lingkungan maritim melalui aplikasi web 
base yang menampilkan data kapal, cuaca, informasi 
angin, posisi dan informasi seputar lingkungan laut. 

33. Area Pelayaran A1 (Sea Area A1) adalah area dengan 

jarak jangkau setidak-tidaknya 1 (satu) Stasiun Radio 
Pantai very high frequency (VHF) yang dijaga terus 

menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan 

menggunakan perangkat Radio very high frequency (VHF) 

digital selective calling (DSC). 
34. Area Pelayaran A2 (Sea Area A2) adalah area di luar Area 

Pelayaran A1 dengan jarak jangkau setidak-tidaknya 1 

(satu) Stasiun Radio Pantai medium frequency (MF) yang 
dijaga terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam 

dengan menggunakan perangkat Radio medium frequency 

(MF) digital selective calling (DSC). 

35. Area Pelayaran A3 (Sea Area A3) adalah area di luar Area 
Pelayaran A1(Sea Area A1) dan Area Pelayaran A2 (Sea 
Area A2) dengan jarak jangkau setidak-tidaknya 1 (satu) 

Stasiun Radio Pantai high frequency (HF) dan/atau 

recognized mobile satellite service yang dijaga terus 
menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan 

menggunakan perangkat Radio high frequency (HF) digital 
selective calling (DSC) dan/atau recognized mobile satellite 
service. 

36. Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI) adalah peringatan kenavigasian 

(navigational warning) dan cuaca (Meteorological 
Warning), berita cuaca, dan berita penting terkait 
keselamatan pelayaran lainnya yang disiarkan ke kapal. 

37. Peringatan Kenavigasian (Navigational Warning) adalah 

pesan peringatan navigasi yang berisi informasi 
mendesak yang relevan dengan siaran navigasi yang 

aman ke kapal. 

38. Informasi Meteorologi (Meteorological Informations) adalah 
peringatan meteorologi laut dan informasi prakiraan 

cuaca di laut. 

39. SafetyNet dan SafetyCast adalah layanan internasional 

untuk siaran dan penerimaan otomatis informasi 
keselamatan maritim melalui sistem Enhanced Group Call 
(EGC) Inmarsat dan Iridium. 

40. Navarea Coordinator adalah berarti pihak yang berwenang 
mengoordinasikan, menyusun, dan mengeluarkan 

informasi peringatan untuk Navarea yang ditunjuk. 

41. Navarea Warning adalah peringatan navigasi atau buletin 

yang diberlakukan yang diumumkan sebagai bagian dari 
rangkaian bernomor oleh Koordinator NAVAREA. 
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42. Sub Area Warnings adalah peringatan navigasi atau 
ringkasan peringatan navigasi yang berlaku diumumkan 

sebagai bagian dari seri bernomor oleh Koordinator Sub-

area. 
43. Coastal Warnings adalah peringatan navigasi atau buletin 

yang diberlakukan yang diumumkan sebagai bagian dari 

rangkaian bernomor oleh Koordinator Nasional. 
44. Local Warnings adalah peringatan navigasi yang 

mencakup perairan pantai, seringkali dalam batas 

yurisdiksi otoritas pelabuhan. 

45. Distrik Navigasi adalah unit pelaksana teknis di bidang 
Kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Perhubungan Laut. 

46. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 
47. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut. 

48. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
dibidang pelayaran.  

 

Pasal 2 

(1) Sarana Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas: 
a.  Stasiun Radio Pantai; dan 

b.  National Data Centre (NDC) untuk Long Range 
Identification and Tracking of Ships (LRIT). 

(2) Selain sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sarana Telekomunikasi-Pelayaran juga dapat meliputi: 

a. Stasiun Radio Kapal; 

b. Vessel Traffic Services (VTS); 
c. Navigational Telex (Navtex); 

d. Marine Electronic Highway (MEH); dan 

e. Maritime Coordination Centre (MCC). 
(3) Sarana Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk 

mendukung tata kelola lalu lintas kapal di Perairan 

Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. 
 

BAB II 

STASIUN RADIO PANTAI  
 

Bagian Pertama 

Sarana, Jenis, dan Fungsi Stasiun Radio Pantai  
 

Pasal 3 

Sarana Stasiun Radio Pantai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dioperasikan oleh: 

a. Direktorat Jenderal; 

b. instansi pemerintah; atau 

c. Pelaku Usaha.  
 

Pasal 4 

(1) Jenis Stasiun Radio Pantai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 terdiri atas:  
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a. Stasiun Radio Pantai non-Global Maritime Distress 
and Safety System (non-GMDSS); dan 

b. Stasiun Radio Pantai Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS). 

(2) Jenis Stasiun Radio Pantai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berfungsi untuk: 

a. korespondensi umum (public corespondence) melalui 

radioteleks, radiotelephoni, dan radiotelegraph;  
b. komunikasi segera (urgency) dan komunikasi 

keselamatan (safety); 

c. komunikasi Dinas Bergerak Pelayaran (mobile 
service); 

d. komunikasi dinas tetap pelayaran antar Stasiun 

Radio Pantai dengan Stasiun Radio Pantai dan 

Stasiun Radio Pantai dengan radio menara suar 
terpencil; 

e. pelayanan konsultasi medis jarak jauh; 

f. Informasi Meteorologi (Meteorological Informations) 
dan cuaca dari stasiun darat dan dari pengamatan 

nakhoda kapal yang sedang berlayar; 

g. infomasi bahaya kenavigasian, kegiatan salvage 

dan/atau pekerjaan bawah air serta operasi 
pencarian dan pertolongan; dan 

h. informasi pelayanan kepelabuhanan.  

(3) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Stasiun Radio Pantai Global Maritime Distress and Safety 
System (GMDSS) dapat berfungsi untuk memberikan 

pelayanan:  

a. mentransmisikan peringatan bahaya kapal ke pantai 
dengan setidaknya 2 (dua) cara terpisah dan 

independen, masing-masing menggunakan layanan 

komunikasi radio yang berbeda; 
b. menerima peringatan bahaya dari Stasiun Radio 

Pantai ke kapal; 

c. komunikasi peringatan bahaya dari kapal ke kapal; 
d. komunikasi koordinasi pencarian dan pertolongan; 

e. mentransmisikan dan menerima komunikasi di 

tempat atau lokasi musibah; 
f. tanda untuk memudahkan penentuan lokasi dari 

sekoci penolong; 

g. mentransmisikan dan menerima informasi mengenai 
keselamatan pelayaran; 

h. komunikasi radio umum; dan 

i. komunikasi antar anjungan kapal. 

 
Pasal 5 

(1) Untuk meningkatkan pengawasan, pemantauan, dan 

penjejakan kapal yang berlayar di Perairan Indonesia 
maka Stasiun Radio Pantai Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS) dan Stasiun Radio Pantai non-

Global Maritime Distress and Safety System (non-GMDSS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilengkapi 
dengan perangkat AIS Base Station. 

(2) Stasiun Radio Pantai yang dilengkapi dengan perangkat 

AIS Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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memiliki fungsi tambahan sebagai berikut:  
a. memonitor pergerakan kapal, lalu lintas pelayaran, 

dan alur-pelayaran dalam cakupan wilayahnya; 

b. memonitor pergerakan kapal seluruh wilayah 
Indonesia dengan menggunakan media satelit; 

c. meningkatkan keselamatan dan keamanan 

pelayaran, efisiensi bernavigasi, dan perlindungan 
lingkungan maritim; 

d. memonitor kondisi dan status dari AIS Sarana 

Bantu  
Navigasi-Pelayaran dalam wilayah cakupannya; 

e. memberikan informasi penting kenavigasian kepada 

kapal; dan 
f. pencarian lokasi sekoci penolong untuk kapal yang 

dalam keadaan mara bahaya. 

 

Pasal 6 
(1) Wilayah cakupan Stasiun Radio Pantai non-Global 

Maritime Distress and Safety System (non-GMDSS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
dengan jarak jangkau paling sedikit 1 (satu) Stasiun 

Radio Pantai Very High Frequency (VHF). 

(2) Wilayah cakupan Stasiun Radio Pantai Global Maritime 
Distress and Safety System (GMDSS) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Area Pelayaran A1 (Sea Area A1); 

b. Area Pelayaran A2 (Sea Area A2); dan/atau 

c. Area Pelayaran A3 (Sea Area A3). 
(3) Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan Dinas 

Bergerak Pelayaran sebagaimana diatur dalam peraturan 

menteri ini harus berdasarkan izin stasiun radio yang 
diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika. 

 
Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Stasiun Radio Pantai  

 
Pasal 7 

(1) Penyelenggaraan Stasiun Radio Pantai meliputi kegiatan: 

a.  perencanaan; 

b.  pengadaan; 
c.  pengoperasian; dan 

d.  pemeliharaan. 

(2) Penyelenggaran Stasiun Radio Pantai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh 

Distrik Navigasi. 

 
Paragraf 1 

Perencanaan Stasiun Radio Pantai  

 
Pasal 8 

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a meliputi:  

a. kebutuhan sarana penunjang; 
b. kebutuhan prasarana penunjang; dan  
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c. rencana pengoperasian. 
(2) Kebutuhan sarana penunjang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan Rencana 

Induk.  
(3) Kebutuhan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disusun dengan 

mempertimbangkan jumlah peralatan yang dibutuhkan.  
(4) Kegiatan rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c disusun dengan 

mempertimbangkan sarana dan prasarana penunjang 
Stasiun Radio Pantai yang telah dioperasikan. 

 

Pasal 9 
(1) Jangka waktu perencanaan Stasiun Radio Pantai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:  

a. jangka panjang, dengan jangka waktu di atas 15 

(lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) 
tahun; 

b. jangka menengah, dengan jangka waktu di atas 10 

(sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 
tahun; dan 

c. jangka pendek, dengan jangka waktu di atas 5 (lima) 

tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. 
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam Rencana Induk. 

(3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Menteri. 

 

Paragraf 2 

Pengadaan Stasiun Radio Pantai 
 

Pasal 10 

(1) Pengadaan Stasiun Radio Pantai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:  

a. Stasiun Radio Pantai Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS); 

b. Stasiun Radio Pantai non-Global Maritime Distress 
and Safety System (non-GMDSS); 

c. Stasiun Radio Pantai Global Maritime Distress and 

Safety System (GMDSS) yang dilengkapi dengan AIS 

Base Station; dan 
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d. Stasiun Radio Pantai non-Global Maritime Distress 
and Safety System (non-GMDSS) yang dilengkapi 

dengan AIS Base Station.  

(2) Kegiatan pengadaan Stasiun Radio Pantai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan sertifikat 

standar penetapan frekuensi marine untuk komunikasi 

Stasiun Radio Pantai dari Direktur Jenderal.  

(3) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat standar 
penetapan frekuensi marine untuk komunikasi Stasiun 

Radio Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Format sertifikat standar penetapan frekuensi marine 
untuk komunikasi Stasiun Radio Pantai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Contoh 1 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 11 

(1) Untuk memperoleh sertifkat standar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Distrik Navigasi atau 

instansi pemerintah mengajukan permohonan kepada 

Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan persyaratan: 
a. aspek administrasi: 

1. surat permohonan mengenai rencana pendirian 

dan pengoperasian Stasiun Radio Pantai; dan 
2. daftar tenaga operator radio yang akan 

mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat 

keahlian yang masih berlaku; 
dan 

b.  aspek teknis: 

1. denah rencana lokasi, disertai posisi geografis; 

2. gambar rencana instalasi; 
3. spesifikasi teknis perangkat yang akan 

dipasang; 

4. menggunakan frekuensi radio yang 
diperuntukkan Dinas Bergerak Pelayaran pada 

alokasi band medium frequency, band high 
frequency, dan band very high frequency; 

5. menggunakan emisi pancaran A1A untuk 

telegrafi, J3E, dan G3E untuk teleponi, F1B, 

dan G2B untuk panggilan angka pilih; dan 

6. Stasiun Radio Pantai yang menggunakan daya 
pancar sama dengan atau lebih besar 1 (satu) 

kilowatt antara pemancar dan penerima agar 

dipisah dengan jarak minimal 5 (lima) 
kilometer. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan penelitian dan evaluasi oleh Direktur Jenderal 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
memenuhi syarat, Direktur Jenderal melakukan verifikasi 

lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kerja. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan dan 
verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
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terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat 
standar penetapan frekuensi marine untuk komunikasi 

Stasiun Radio Pantai dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) hari kerja. 
(5) Sertifikat standar penetapan frekuensi marine untuk 

komunikasi Stasiun Radio Pantai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) 
bulan.  

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi 

persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan 
pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.  

(7) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan 

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6). 

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan 

persyaratan, permohonan dianggap batal. 

 
Pasal 12 

Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang 

digunakan untuk keperluan Dinas Bergerak Pelayaran wajib 

memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat 
telekomunikasi yang diterbitkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi 

dan informatika. 
 

Pasal 13 

Sebelum beroperasi, Pelaku Usaha dan instansi pemerintah 
wajib mendapatkan izin Stasiun Radio Pantai yang diterbitkan 

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang komunikasi dan informatika. 
 

Pasal 14 

Pelaku Usaha dan instansi pemerintah yang telah 
mendapatkan izin Stasiun Radio Pantai dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

komunikasi dan informatika harus menyampaikan salinan 

izin Stasiun Radio Pantai kepada Direktur Jenderal. 
  

Pasal 15 

Sertifikat standar penetapan frekuensi marine untuk 
komunikasi Stasiun Radio Pantai dinyatakan tidak berlaku 

apabila: 

a. sertifikat standar habis masa berlakunya; 
b. terdapat perubahan perangkat Telekomunikasi-Pelayaran 

di Stasiun Radio Pantai; atau 

c. telah mendapatkan izin Stasiun Radio Pantai dari 

menteri yang mengadakan urusan pemerintahan 
dibidang komunikasi dan informatika.  

 

Pasal 16 
Dalam hal sertifikat standar penetapan frekuensi marine tidak 

berlaku sebagaimana dalam Pasal 11, Pelaku Usaha dan 
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instansi pemerintah harus mengajukan sertifikat penetapan 
frekuensi marine untuk komunikasi Stasiun Radio Pantai 

baru. 

 
Pasal 17 

Pemegang penetapan frekuensi marine untuk komunikasi 

Stasiun Radio Pantai mempunyai kewajiban: 
a. memelihara dan merawat Stasiun Radio Pantai;  

b. menjamin keandalan Stasiun Radio Pantai dengan 

standar yang telah ditetapkan; 

c. menyampaikan daftar kapal yang telah dilayani; dan 
d. melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal 

setiap 1 (satu) bulan. 

 
Pasal 18 

Penerbitan sertifikat standar penetapan frekuensi marine 

untuk komunikasi Stasiun Radio Pantai bagi Pelaku Usaha 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko. 

 
Pasal 19 

Dalam kondisi tertentu Stasiun Radio Pantai milik Direktorat 

Jenderal, Distrik Navigasi dapat melakukan pengadaan sistem 

jaringan terintegrasi untuk konektivitas antar Stasiun Radio 
Pantai yang berada dalam wilayah kerjanya.    

 

Pasal 20 
(1) Stasiun Radio Pantai yang dilengkapi dengan perangkat 

AIS Base Station harus mengintegrasikan data AIS ke 

maritime coordination center (MCC) melalui regional data 
centre (RDC) yang dioperasikan oleh Distrik Navigasi. 

(2) Standar spesifikasi teknis peralatan regional data center 
(RDC) ditetapkan Direktur Jenderal. 

 
Paragraf 3 

Pengoperasian Stasiun Radio Pantai  

 
Pasal 21 

(1) Kegiatan pengoperasian Stasiun Radio Pantai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: 

a. penetapan dinas jaga; dan 
b. jadwal waktu siaran;  

(2) Penetapan dinas jaga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a berupa pembagian tugas jaga dilakukan 
dengan mempertimbangkan: 

a. waktu operasi; 

b. jumlah peralatan; dan 
c. jenis peralatan yang dioperasikan. 

(3) Pengaturan mengenai jadwal waktu siaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Stasiun Radio 
Pantai Global Maritime Distress and Safety System 
(GMDSS) meliputi:  

a. jaga dengar pada tiap frekuensi radio dilakukan oleh 

petugas selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) 
hari; dan 
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b. penyiaran berita mara bahaya, keselamatan, 
keamanan, dan tanda waktu standar. 

(4) Penyiaran berita mara bahaya, berita keselamatan, berita 

keamanan, dan tanda waktu standar dapat dilaksanakan 
oleh Stasiun Radio Pantai non-Global Maritime Distress 
and Safety System (non-GMDSS) dengan 

mempertimbangkan pengaturan waktu operasi Stasiun 
Radio Pantai. 

 

Pasal 22 

(1) Kegiatan pengoperasian Stasiun Radio Pantai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan standar operasional 

prosedur. 
(2) Standar operasional prosedur kegiatan pengoperasian 

pada setiap Stasiun Radio Pantai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Distrik 
Navigasi setempat. 

 

Pasal 23 
Standar operasional prosedur Stasiun Radio Pantai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi: 

a.  prosedur internal; dan 

b.  prosedur eksternal. 
 

Pasal 24 

(1) Prosedur internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf a berisi meliputi: 

a. pencatatan kegiatan harian; 

b. penyimpanan data kegiatan harian; 
c. koordinasi antar petugas Stasiun Radio Pantai; 

d. perawatan dan Pemeliharaan Stasiun Radio Pantai; 

dan 
e. keadaan darurat internal.  

(2) Prosedur eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 huruf b berisi antara lain: 
a. informasi kedatangan dan keberangkatan kapal; 

b. informasi berita mara bahaya dan segera; 

c. Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 

Information/MSI); dan 
d. koordinasi dengan pihak terkait jika terjadi mara 

bahaya. 

 
Pasal 25 

(1) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19, pengoperasian suatu Stasiun Radio Pantai 

dapat dilaksanakan secara jarak jauh (remote) dari 
Stasiun Radio Pantai. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
a. kurangnya sumber daya manusia operator Stasiun 

Radio Pantai; 

b. untuk menjaga keefektifan dalam operasional 
Stasiun Radio Pantai; dan 
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c. kehandalan sarana dan prasarana Stasiun Radio 
Pantai. 

 

Paragraf 4 
Pemeliharaan Stasiun Radio Pantai 

 

Pasal 26 
(1) Pemeliharaan Stasiun Radio Pantai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan 

untuk menjaga keandalan peralatan Stasiun Radio 
Pantai. 

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance); 
b. pemeliharaan korektif (corrective maintenance); 

c. pemeliharaan besar atau penggantian (predictive 
maintenance); dan 

d. pemeliharaan pendeteksian. 

(3) Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 

kegiatan: 
a. Inspeksi; 

b. Kalibrasi; 

c. Pengujian; 
d. Penyesuaian; 

e. Perawatan (Servicing); 

f. Pemasangan (Instalment); dan 

g. Penyesuaian (Alignment). 
(4) Kegiatan pemeliharaan pencegahan (preventive 

maintenance) untuk Stasiun Radio Pantai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: 
a. pemeliharaan harian; 

b. pemeliharaan mingguan; dan 

c. pemeliharaan bulanan.  

(5) Pemeliharaan korektif (corrective maintenance) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 

kegiatan: 

a. penggantian komponen perangkat yang rusak; 
b. penggantian modul sistem perangkat rusak; 

c. pertukaran antar modul yang rusak atau tidak 

berfungsi; 
d. perbaikan kerusakan sewaktu-waktu; 

e. perbaikan kerusakan karena keadaan darurat; dan 

f. penggantian sistem operasi perangkat lunak 

(software) yang tidak berfungsi. 
(6) Pemeliharaan Besar atau penggantian (predictive 

maintenance) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c dilakukan untuk memperkirakan waktu perawatan dan 
penggantian peralatan melalui perhitungan umur pakai 

peralatan Stasiun Radio Pantai yang berasal dari asumsi 

umum yang sering digunakan di bidang elektronika. 
(7) Pemeliharaan pendeteksian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d dilakukan pada perangkat saat 

menunggu giliran pengoperasian meliputi pemeliharaan: 
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a. sistem pemadam kebakaran termasuk simulasi tes 
evakuasi; 

b. sistem cadangan (backup); 

c. sistem kontaktor (relay) yang melindungi peralatan 
listrik; dan 

d. sistem saklar (switch) otomatis. 

 
Bagian Ketiga 

Pemanfaatan Stasiun Radio Pantai 

 

Pasal 27 
Pemanfaatan Stasiun Radio Pantai meliputi: 

a. pelayanan berita dalam Dinas Bergerak Pelayaran dari 

kapal ke darat atau sebaliknya dan pelayanan berita dari 
kapal ke kapal lain melalui Stasiun Radio Pantai atau 

Stasiun Bumi Pantai, dan korespondensi umum; 

b. pelaporan posisi bagi kapal yang hanya melintas dan 
tidak memasuki area kegiatan kepelabuhanan dalam 

wilayah kerja Stasiun Radio Pantai dan/atau Stasiun 

Bumi Pantai; dan 
c. pelayanan berita mara bahaya, berita segera, dan berita 

keselamatan berlayar. 

 

Pasal 28 
(1) Untuk pelayanan Stasiun Radio Pantai dan/atau Stasiun 

Bumi Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 

kapal berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan 
perangkat komunikasi radio dan melakukan 

korespondensi umum harus menunjuk Kuasa 

Perhitungan. 
(2) Kuasa Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus terdaftar pada Kuasa Perhitungan Indonesia. 

(3) Perhitungan dan pembayaran biaya pelayanan 
Telekomunikasi-Pelayaran untuk umum dalam Dinas 

Bergerak Pelayaran dari kapal ke darat dan sebaliknya, 

diselesaikan melalui Kuasa Perhitungan.  

 
BAB III 

Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 

 
Bagian Pertama 

Sarana dan Fungsi  

Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 
 

Pasal 29 

Sarana Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 

terdiri dari: 
a. National Data Centre (NDC) untuk Long Range 

Identification and Tracking of Ships (LRIT); dan 

b. Perangkat pemancar Long Range Identification and 
Tracking of Ships (LRIT) di atas kapal.  

 

Pasal 30 

Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berfungsi untuk:  
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a. mendeteksi kapal secara dini; 
b. memonitor pergerakan kapal, sehingga apabila terjadi 

sesuatu musibah dapat diambil tindakan atau 

diantisipasi; dan 
c. membantu dalam operasi pencarian dan pertolongan. 

 

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan Long Range Identification and Tracking of 

Ships (LRIT) 

 

Pasal 31 
(1) Penyelenggaraan Long Range Identification and Tracking 

of Ships (LRIT) terdiri atas: 

a. penunjukan recognized application service provider 
(ASP) dan authorized testing application service 
provider (ASP); dan 

b. uji kelaikan perangkat (conformance test). 
(2) Penyelenggaraan Long Range Identification and Tracking 

of Ships (LRIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pengawasan oleh Direktur Jenderal. 

 

Paragraf 1 
Recognized application service provider (ASP) 

 

Pasal 32 
(1) Penyelenggaraan Long Range Identification and Tracking 

of Ships (LRIT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (1), dilakukan oleh recognized application service 
provider (ASP) melalui seleksi dan ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal. 

(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan di dalam dokumen seleksi yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap peserta 

seleksi berdasarkan pemenuhan persyaratan yang diatur 
di dalam dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari kerja. 

(4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Direktur Jenderal dapat membentuk tim seleksi. 

(5) Tim seleksi melaporkan hasil evaluasi yang dituangkan 

dalam berita acara dan mengusulkan pemenang seleksi 
kepada Direktur Jenderal. 

(6) Berdasarkan berita acara tim seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal menetapkan 
pemenang seleksi dengan disertai surat penunjukan 

recognized application service provider (ASP). 

(7) Surat penunjukan recognized application service provider 
(ASP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku 
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 

 

Pasal 33 
(1) Recognized application service provider (ASP) yang telah 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal berkewajiban untuk: 

a. melaporkan hasil uji kelaikan perangkat 
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(conformance test) yang telah dilaksanakan untuk 
kapal berbendera Indonesia secara berkala kepada 

Direktur Jenderal setiap bulan; 

b. melakukan integrasi data Long Range Identification 
and Tracking of Ships (LRIT) kapal yang telah 

mendapatkan laporan hasil uji kelaikan perangkat 
(conformance test report/CTR) dari authorized testing 

application service provider (ASP) untuk 
diintegrasikan dengan National Data Centre (NDC) 

untuk Long Range Identification and Tracking of 
Ships (LRIT) Indonesia; 

c. melaporkan hasil penjejakan kapal berbendera 
Indonesia yang telah diintegrasikan ke National Data 
Centre (NDC) untuk Long Range Identification and 
Tracking of Ships (LRIT) Indonesia setiap bulan 
kepada Direktur Jenderal; 

d. melaporkan kapal berbendera Indonesia yang 

diakses oleh data centre negara lain, dan kapal asing 

yang diakses oleh National Data Centre (NDC) untuk 
Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 

Indonesia kepada Direktur Jenderal; 

e. memelihara dan melakukan perawatan National 
Data Centre (NDC) untuk Long Range Identification 
and Tracking of Ships (LRIT) Indonesia sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh International 
Maritime Organization (IMO) dan International Mobile 
Satellite Organization (IMSO); 

f. berpartisipasi aktif dalam audit National Data Centre 

(NDC) untuk Long Range Identification and Tracking 
of Ships (LRIT) Indonesia yang dilakukan oleh 
International Mobile Satellite Organization (IMSO); 

g. melakukan koordinasi aktif dengan authorized 
testing application service provider (ASP) yang telah 

ditetapkan; 
h. bertanggung jawab atas kerahasiaan data informasi 

kapal yang berada di dalam National Data Centre 

(NDC) untuk Long Range Identification and Tracking 
of Ships (LRIT) Indonesia; 

i. memberikan pertimbangan teknis dan operasional 

atas regulasi internasional terbaru yang diterbitkan 

oleh International Maritime Organization (IMO) dan 
International Mobile Satellite Organization (IMSO); 
dan 

j.  memberikan pendampingan dan berkontribusi aktif 
dalam sidang ataupun pertemuan yang 

diselenggarakan oleh International Maritime 
Organization (IMO) dan International Mobile Satellite 
Organization (IMSO). 

(2) Recognized application service provider (ASP) menerbitkan 

notice of conformity setelah melaksanakan integrasi data 

Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 

kapal yang telah mendapatkan laporan hasil uji kelaikan 
perangkat (conformance test report/CTR) dari authorized 
testing application service provider (ASP).  
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(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dan huruf d memuat: 

a. nama dan kebangsaan kapal; 

b. jumlah kapal berbendera Indonesia yang telah 
dimonitor; 

c. jumlah kapal asing yang dilakukan penjejakan 

ketika pembukaan polygon berikut dengan waktu 
pembukaan polygon; dan 

d. data centre negara lain yang melakukan akses kapal 

berbendera Indonesia. 

(4) Laporan recognized application service provider (ASP) 
menggunakan format yang tercantum dalam Contoh 2 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 34 

Direktur Jenderal melakukan evaluasi penunjukan recognized 

application service provider (ASP) paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 

 

Paragraf 2 
Authorized Testing Application Service Provider (ASP) 

 

Pasal 35 
(1) Untuk memperoleh penunjukan authorized testing 

application service provider (ASP) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha 

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 
dengan melengkapi persyaratan: 

a. akta perusahaan yang didirikan khusus di bidang 

teknologi informasi; 
b. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di 

bidang teknologi informasi; dan 

c. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga ahli di 
bidang teknologi informasi. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan penelitian dan evaluasi oleh Direktur Jenderal 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.  
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

memenuhi syarat, Direktur Jenderal melakukan verifikasi 
lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kerja. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan dan 
verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terpenuhi Direktur Jenderal menunjuk authorized testing 

application service provider (ASP). 

(5) Authorized testing application service provider (ASP) 
diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi 
persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan 

pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. 

(7) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
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diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6). 

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan 
persyaratan, permohonan dianggap batal. 

 

Pasal 36 
Authorized testing application service provider (ASP) yang telah 

mendapatkan penunjukan dari Direktur Jenderal 

berkewajiban untuk: 

a. melaksanakan uji kelaikan perangkat (conformance test) 
terhadap kapal berbendera Indonesia; dan 

b. menginformasikan dan melaporkan hasil uji kelaikan 

perangkat (conformance test) kepada recognized 
application service provider (ASP). 

 

Pasal 37 

Authorized testing application service provider (ASP) habis 
masa berlakunya, maka Pelaku Usaha harus mengajukan 

permohonan kepada Direktur Jenderal dengan memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 
 

Paragraf 3 

Uji Kelaikan Perangkat (Conformance Test) 
 

Pasal 38 

(1) Peralatan pemancar informasi Long Range Identification 
and Tracking of Ships (LRIT) di atas kapal wajib 
memenuhi uji kelaikan perangkat (conformance test) Long 
Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) yang 

dibuktikan dengan laporan hasil uji kelaikan perangkat 
(conformance test report/CTR). 

(2) Laporan hasil uji kelaikan perangkat (conformance test 
report/CTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan oleh penyelenggara Long Range Identification 
and Tracking of Ships (LRIT). 

(3) Laporan hasil uji kelaikan perangkat (conformance test 
report/CTR) yang telah diterbitkan oleh penyelenggara 

Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 
tidak berlaku apabila: 

a. laporan hasil uji kelaikan perangkat (conformance 
test report/CTR) diterbitkan oleh penyelenggara Long 
Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 
yang tidak memiliki penunjukan dari Direktur 

Jenderal; 

b. terdapat perubahan pada peralatan Long Range 
Identification and Tracking of Ships (LRIT) di atas 

kapal yang digunakan untuk mengirimkan 

informasi; atau 

c. kapal berbendera Indonesia yang berganti bendera. 
(4) Kapal yang telah mendapatkan laporan hasil uji kelaikan 

perangkat (conformance test report/CTR) wajib untuk 

mengajukan sertifikat standar registrasi izin komunikasi 
data Long Range Identification and Tracking of Ships 
(LRIT) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk 
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terdaftar dan terhubung dengan National Data Centre 
(NDC) untuk Long Range Identification and Tracking of 
Ships (LRIT) Indonesia. 

(5) Sertifikat standar registrasi izin komunikasi data Long 

Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko. 
(6) Laporan hasil uji kelaikan perangkat (conformance test 

report/CTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menggunakan format yang tercantum dalam Contoh 3 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Long Range Identification and Tracking of Ships 

(LRIT) 

 
Pasal 39 

Pemanfaatan Long Range Identification and Tracking of Ships 
(LRIT) meliputi pelayanan pelaporan data, posisi, dan 
penjejakan kapal yang digunakan untuk kepentingan 

keamanan dan keselamatan pelayaran serta pencarian dan 

pertolongan. 

 
BAB IV 

STASIUN RADIO KAPAL 

 
Bagian Pertama 

Sarana, Jenis, dan Fungsi Stasiun Radio Kapal 

 
Pasal 40 

Sarana Stasiun Radio Kapal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. radio marine; 
b. emergency position indicating radio beacons (EPIRBs); 

c. AIS; 

d. Navigational Telex (Navtex) receiver; 
e. perangkat komunikasi satelit; dan 

f. radar marine. 

 
Pasal 41 

(1) Radio Marine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

huruf a meliputi: 

a. radio very high frequency (VHF) marine; 
b. radio portable very high frequency (VHF) marine; dan 

c. radio medium frequency/high frequency (MF/HF) 

marine. 

(2) Emergency position indicating radio beacons (EPIRBs) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi: 

a. emergency position indicating radio beacons (EPIRBs) 

406 MHz (empat ratus enam Mega Hertz); 
b. AIS emergency position indicating radio beacons 

(EPIRBs); dan 
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c. very high frequency digital selective calling emergency 
position indicating radio beacons.  

(3) AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c 

meliputi: 
a. AIS klas A; 

b. AIS klas B; dan 

c. AIS search and rescue transponder (AIS-SART). 

(4) Radar marine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf f meliputi: 

a. radar marine s band; dan 

b. radar marine x band. 
 

Pasal 42 

(1) Radio very high frequency (VHF) marine sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan radio 
portable very high frequency (VHF) marine sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, wajib 

digunakan pada kapal di Area Pelayaran A1 (Sea Area 
A1). 

(2) Radio medium frequency/high frequency (MF/HF) marine 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, 

wajib digunakan pada kapal di Area Pelayaran A2 (Sea 
Area A2) dan Area Pelayaran A3 (Sea Area A3). 

 

Pasal 43 

(1) Emergency position indicating radio beacons (EPIRBs) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a 

digunakan untuk mentransmisikan informasi terkait kapal 

di tempat atau lokasi musibah melalui satelit cospas 
sarsat pada frekuensi radio 406 (empat ratus enam) 

megahertz (MHz); 

(2) AIS emergency position indicating radio beacons (EPIRBs) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b 

digunakan untuk mentransmisikan informasi terkait kapal 

di tempat atau lokasi musibah menggunakan frekuensi 
radio 406 (empat ratus enam) megahertz (MHz), frekuensi 

radio 161.975 (seratus enam puluh satu poin sembilan 

ratus tujuh puluh lima) megahertz (MHz), dan 162.025 

(seratus enam puluh dua poin dua puluh lima) megahertz 
(MHz). 

(3) Very high frequency digital selective calling emergency 
position indicating radio beacons sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c digunakan untuk 

mentransmisikan informasi terkait kapal di tempat atau 

lokasi musibah menggunakan frekuensi radio very high 
frequency (VHF) digital selective calling (DSC) kanal 70.  

 

Pasal 44 

(1) AIS Klas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(3) huruf a wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal 

berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan 

konvensi safety of life at sea (SOLAS) beserta 
perubahannya yang berlayar di wilayah Perairan 

Indonesia. 
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(2) AIS Klas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(3) huruf b wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal 

berbendera Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kapal penumpang dan kapal barang nonkonvensi 
dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima 

gross tonnage) yang berlayar di wilayah Perairan 

Indonesia; 
b. kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang 

melakukan perdagangan lintas batas (barter-trade) 

atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabeanan; dan 

c. kapal penangkap ikan dengan ukuran paling rendah 

GT 60 (enam puluh gross tonnage). 
(3) AIS Search and rescue transponder (AIS-SART) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c 

dipergunakan untuk menemukan lokasi sekoci penolong 
yang beroperasi pada frekuensi AIS. 

 

Pasal 45 

(1) Radar marine s band sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 ayat (4) huruf a digunakan untuk mendeteksi objek di 

permukaan laut pada frekuensi radio 2900 MHz (dua ribu 

sembilan ratus Mega Hertz) – 3100 MHz (tiga ribu seratus 
Mega Hertz). 

(2) Radar marine x band sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 ayat (4) huruf b digunakan untuk mendeteksi objek di 
permukaan laut pada frekuensir radio 9300 MHz 

(sembilan ribu tiga ratus Mega Hertz) – 9500 MHz 

(sembilan ribu lima ratus Mega Hertz). 

(3) Penetapan frekuensi radio untuk radar marine s band 
dan radar marine x band sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Komunikasi dan Informatika. 

 

Pasal 46 
Stasiun Radio Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

berfungsi untuk: 

a. korespondensi umum (public corespondence); 

b. komunikasi mara bahaya (distress), komunikasi segera 
(urgency), dan komunikasi keselamatan (safety); 

c. komunikasi Dinas Bergerak Pelayaran (mobile service); 

d. menerima peringatan bahaya dari Stasiun Radio Pantai 

ke kapal; 
e. komunikasi peringatan bahaya dari kapal ke kapal; 

f. komunikasi koordinasi pencarian dan pertolongan; 

g. mentransmisikan dan menerima komunikasi di tempat 
atau lokasi musibah; 

h. tanda untuk memudahkan penentuan lokasi dari sekoci 

penolong; 

www.peraturan.go.id



2023, No.143 
-

23- 

i. mentransmisikan dan menerima informasi mengenai 
keselamatan pelayaran; 

j. komunikasi radio umum; dan 

k.  komunikasi antar anjungan kapal. 
 

Bagian Kedua  

Penyelenggaraan Stasiun Radio Kapal 
 

Pasal 47 

(1) Penyelenggaraan Stasiun Radio Kapal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui 

pengoperasian Stasiun Radio Kapal dengan 

menggunakan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi 

dan informatika. 

(2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan 

penyelenggaraan Stasiun Radio Kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 48 
Penyelenggaraan Stasiun Radio Kapal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 harus mendapatkan sertifikat standar 

penetapan frekuensi marine untuk komunikasi Stasiun Radio 
Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko. 

 

BAB V 
VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS) 

 

Bagian Pertama 
Sarana, Jenis dan Fungsi Vessel Traffic Services (VTS) 

 

Pasal 49 
(1) Sarana VTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf b terdiri atas: 

a. VTS center; dan 

b. VTS sensor. 
(2) Sarana VTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dioperasikan oleh: 

a. Direktorat Jenderal; 
b. instansi pemerintah; atau 

c. Pelaku Usaha. 

 
Pasal 50 

VTS berfungsi untuk: 

a. memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas 

pelayaran; 
b. meningkatkan keamanan lalu lintas pelayaran; 

c. meningkatkan efisiensi bernavigasi; 

d. meningkatkan perlindungan lingkungan maritim; 
e. melakukan pengamatan, pendeteksian, dan penjejakan 

kapal di wilayah VTS; 

f. melakukan pengaturan informasi umum; 
g. melakukan pengaturan informasi khusus; dan 

h. membantu kapal yang memerlukan bantuan khusus. 
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Bagian Kedua 
Penyelenggaraan VTS 

 

Pasal 51 
(1) Penyelenggaraan VTS meliputi kegiatan: 

a. perencanaan; 

b. pengadaan; 
c. pengoperasian; dan 

d. pemeliharaan.  

(2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan 
penyelenggaraan VTS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1).  

 
Paragraf 1 

Perencanaan VTS 

 

Pasal 52 
(1) Perencanaan VTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

ayat (1) huruf a meliputi: 

a. kebutuhan sarana; 
b. kebutuhan prasarana penunjang; dan 

c. rencana pengoperasian. 

(2) Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

disusun dengan mempertimbangkan: 

a. kebutuhan sarana disusun berdasarkan Rencana 
Induk Kenavigasian; dan 

b. kebutuhan prasarana penunjang disesuaikan 

dengan jumlah peralatan yang dibutuhkan. 

(3) Kegiatan rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c disusun dengan 

mempertimbangkan sarana dan prasarana VTS yang 

telah dioperasikan. 
 

Paragraf 2 

Pengadaan VTS 
 

Pasal 53 

(1) Pada lokasi tertentu dapat didirikan VTS setelah 
memenuhi persyaratan dan standar yang terdiri atas: 

a. prastudi kelayakan; dan 

b. studi kelayakan.  

(2) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. analisis kebutuhan; dan 

b. penilaian awal (preliminary assessment). 
(3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. desain dan kelayakan (feasibility and design); 
b. penilaian risiko formal (formal risk assessment); dan 
c. analisis biaya manfaat (cost benefit analysis). 
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Pasal 54 
Dalam pelaksanaan studi kelayakan untuk pengadaan VTS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) 
mempertimbangkan:  
a. keadaan geografis suatu wilayah; 

b. keadaan meteorologis, hidrografi, dan oseanografi suatu 

wilayah; 
c. tingkat kepadatan lalu-lintas kapal saat ini dan perkiraan 

perkembangan volume kapal dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun mendatang seiring perkembangan pelabuhan serta 
aktivitas lain di sekitar pelabuhan; 

d. jenis dan draft kapal yang masuk dan keluar pelabuhan; 

e. data laporan kejadian kecelakaan kapal; 

f. jenis, jumlah, dan letak dari sarana bantu navigasi-
pelayaran; 

g. skema alur dan tata cara berlalu lintas yang telah 

ditetapkan; 
h. perencanaan terkait dengan penyusunan standar 

operasional prosedur VTS; 

i. perencanaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan 
personil VTS; 

j. identifikasi risiko navigasi pelayaran yang tidak dapat 

ditangani oleh sarana prasarana kenavigasian yang telah 
ada pada wilayah yang dipertimbangkan untuk dibangun 

VTS; dan 

k. mengidentifikasi pilihan untuk mengatasi risiko navigasi 

pelayaran termasuk diantaranya pembangunan VTS. 
 

Pasal 55 

(1) Untuk melakukan pengadaan VTS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, Distrik 

Navigasi atau instansi pemerintah mengajukan 

permohonan kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi 
dengan persyaratan: 

a. aspek administrasi: 

1. surat permohonan mengenai rencana pendirian 
dan pengoperasian VTS; dan 

2. daftar tenaga operator yang akan 

mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat 

IALA Model Course V-103/1 for VTS Operator; 
dan 

b. aspek teknis: 

1. denah rencana lokasi, disertai posisi geografis; 
2. gambar rencana instalasi; dan 

3. spesifikasi teknis perangkat yang akan 

dipasang; 
4. menggunakan frekuensi radio yang 

diperuntukkan Dinas Bergerak Pelayaran pada 

alokasi band very high frequency (VHF); dan 

5. menggunakan kelas emisi pancaran J3E dan 
G3E untuk teleponi. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan penelitian dan evaluasi oleh Direktur Jenderal 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. 
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(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

memenuhi syarat, Direktur Jenderal melakukan verifikasi 

lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan dan 

verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan 

penyelenggaraan VTS dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) hari kerja. 
(5) Persetujuan penyelenggaraan VTS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun. 
(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi 

persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan 

pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. 
(7) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan 

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 

diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6). 

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan 
persyaratan, permohonan dianggap batal. 

 

Pasal 56 
Pemegang persetujuan penyelenggaraan VTS mempunyai 

kewajiban: 

a. memelihara dan merawat VTS; 

b. menjamin keandalan VTS dengan standar yang telah 
ditetapkan; 

c. menyampaikan daftar kapal yang telah dilayani kepada 

Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan; dan 
d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan VTS secara 

berkala kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan. 

 
Pasal 57 

Pelaku Usaha dalam memperoleh persetujuan 

penyelenggaraan VTS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha 

berbasis risiko. 

 

Paragraf 3 
Pengoperasian VTS 

 

Pasal 58 
(1) Pengoperasian VTS sebagaimana dimaksud dalam pasal 

51 ayat (1) huruf c merupakan pemberian layanan 

kepada kapal meliputi: 
a. layanan informasi; 

b. layanan pemantauan dan pengaturan lalu lintas 

kapal; dan  
c. layanan situasi mara bahaya atau darurat. 

(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

berdasarkan standar operasional prosedur VTS yang 
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disusun oleh Otoritas VTS dan telah disahkan oleh 
Otoritas Nasional (Competent Authority) berdasarkan 

wilayah kerja VTS. 

(3) Untuk Pelaku Usaha, layanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan berdasarkan standar operasional 

prosedur VTS yang disusun oleh Pelaku Usaha dengan 

persetujuan dengan Distrik Navigasi dan telah disahkan 
oleh Otoritas Nasional (Competent Authority). 

 

Pasal 59 

(1) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
58 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memberikan 

informasi yang tepat waktu untuk membantu proses 

pengambilan keputusan di kapal, meliputi: 
a. posisi, identitas, jenis, dan tujuan kapal; 

b. Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI); 

c. informasi cakupan area, prosedur, frekuensi radio, 

dan titik pelaporan di wilayah kerja VTS; 

d. lalu lintas alur-pelayaran dan pergerakan kapal;  

e. kondisi meteorologis, hidrologi, dan oseanografi 
pemberitahuan kepada kapal, status sarana bantu 

navigasi-pelayaran, dan bahaya navigasi; dan 

f. operasional pelabuhan, pemanduan dan penundaan, 
kesehatan, Port State Control (PSC), International 
Ship and Port Security (ISPS). 

(2) Layanan pemantauan dan pengaturan lalu lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b 

dilaksanakan untuk menjamin keamanan dan efisiensi 

pergerakan kapal meliputi: 

a. perencanaan pergerakan kapal; 
b. pengaturan lalu lintas kapal yang sedang 

berlangsung; 

c. alokasi ruang gerak kapal; 
d. sistem izin lalu lintas kapal; 

e. bantuan untuk kapal ke posisi labuh jangkar; 

f. pemberian saran terkait rute lalu lintas kapal; dan 
g. kepatuhan dan penegakan hukum. 

(3) Layanan situasi mara bahaya atau darurat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dilaksanakan 
VTS pada kondisi:  

a. nakhoda kapal yang tidak yakin dengan lalu lintas 

dan posisinya; 

b. kapal menyimpang dari alur-pelayaran; 
c. kapal membutuhkan bantuan dan informasi labuh 

jangkar; 

d. kapal yang dalam kondisi tertentu tidak mampu, 
mengalami kegagalan sistem navigasi, atau kesulitan 

olah gerak; 

e. kondisi meteorologis seperti jarak pandang terbatas, 
angin kencang, gelombang tinggi, dan badai; 

f. kapal yang memiliki risiko kandas dan potensi 

tubrukan dengan kapal dan benda lainnya; dan 
g. tanggapan terhadap layanan darurat. 
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Pasal 60 

Layanan VTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib 

digunakan pada kapal yang berlayar di wilayah Perairan 
Indonesia dan dilengkapi dengan perangkat radio VHF 

dan/atau AIS. 

 
Pasal 61 

(1) Layanan kepada kapal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (1) tidak mengurangi wewenang serta 
tanggung jawab nakhoda. 

(2) Dalam memberikan layanan kepada kapal di wilayah 

kerja VTS, Otoritas VTS berkoordinasi dengan 
syahbandar pada wilayah kerja VTS. 

 

Pasal 62 

Standar operasional prosedur VTS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: 

a. prosedur internal; dan 

b. prosedur eksternal.  
 

Pasal 63 

(1) Prosedur internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
huruf a merupakan prosedur operasional yang mengatur 

pengoperasian harian VTS meliputi: 

a. pengoperasian sistem; 
b. pengelolaan petugas VTS; 

c. pengelolaan data internal; dan 

d. keamanan dan keselamatan jiwa petugas VTS. 

(2) Prosedur eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 huruf b merupakan prosedur yang mengatur 

koordinasi dan/atau interaksi antara VTS dengan kapal 

dan instansi lainnya yang memuat: 
a. keselamatan dan keamanan pelayaran serta efisiensi 

lalu lintas kapal; 

b. perlindungan lingkungan maritim di wilayah VTS; 
dan 

c. kondisi darurat (distress).  

 

Pasal 64 
(1) Standar operasional prosedur VTS dilengkapi dengan 

laporan untuk kepentingan kelancaran dalam 

penyelenggaraan VTS yang memuat: 
a. from A1/log book VTS; 

b. form A2/ringkasan lalu lintas kapal harian; 

c. form A3/pergantian tugas jaga; 
d. form A4/pemberitahuan pra kedatangan kapal; 

e. from A5/pemberitahuan pra keberangkatan kapal; 

f. form A6/laporan kecelakaan kapal dan bencana 
alam; 

g. form A7/laporan kapal operasi khusus; dan 

h. form A8/laporan pelanggaran kapal. 
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(2) Format laporan penyelenggaraan VTS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Contoh 5 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 65 

(1) Standar operasional prosedur VTS disusun menjadi satu 
kesatuan dari sistem manajemen keselamatan pelayaran 

yang akurat, efisien, dan efektif. 

(2) Standar operasional prosedur VTS ditinjau oleh Otoritas 
VTS dan berkoordinasi dengan Otoritas Nasional 

(Competent Authority). 

(3) Peninjauan standar operasional prosedur VTS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
apabila terdapat perubahan alur-pelayaran, cakupan 

layanan, kondisi teknis, dan operasional di wilayah VTS. 

(4) Standar operasional prosedur VTS yang telah diubah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Otoritas Nasional (Competent Authority). 

 
Pasal 66 

(1) Petugas VTS berkomunikasi dengan nakhoda atau awak 

kapal menggunakan bahasa Inggris dan/atau bahasa 

Indonesia. 
(2) Dalam hal komunikasi menggunakan bahasa Inggris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur 

komunikasi menggunakan penanda pesan (message 
markers) sesuai dengan International Maritime 
Organization standard marine communication phrases 

(SMCP). 
(3) Penanda pesan (message markers) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mempermudah 

maksud dan tujuan komunikasi antara petugas VTS 

dengan kapal dan sebaliknya. 
(4) Penanda pesan (message markers) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 

a. pertanyaan (question); 
b. jawaban (answer); 
c. permintaan (request); 

d. informasi (information); 
e. maksud (intention); 
f. peringatan (warning); 
g. saran (advice); dan 
h. perintah (instruction). 

 
Paragraf 4 

Pemeliharaan VTS 

 
Pasal 67 

(1) Pemeliharaan VTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjaga keandalan 
peralatan VTS. 

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance); 
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b. pemeliharaan korektif (corrective maintenance); 
c. pemeliharaan besar atau Penggantian (predictive 

maintenance); dan 

d. pemeliharaan pendeteksian. 
(3) Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 

kegiatan: 

a. Inspeksi; 
b. Kalibrasi; 

c. Pengujian; 

d. Penyesuaian; 
e. Perawatan (Servicing); 

f. Pemasangan (Instalment); dan 

g. Penyesuaian (Alignment). 
(4) Kegiatan pemeliharaan untuk VTS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: 

a. pemeliharaan harian; 

b. pemeliharaan mingguan; dan 
c. pemeliharaan bulanan.  

(5) Pemeliharaan korektif (corrective maintenance) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 
kegiatan: 

a. penggantian komponen perangkat yang rusak; 

b. penggantian modul sistem perangkat rusak; 
c. pertukaran antar modul yang rusak atau tidak 

berfungsi; 

d. perbaikan kerusakan sewaktu-waktu; 

e. perbaikan kerusakan yang gawat darurat; dan 
f. penggantian sistem operasi perangkat lunak 

(software) yang tidak berfungsi. 

(6) Pemeliharaan besar atau penggantian (predictive 
maintenance) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c dilakukan untuk memperkirakan waktu perawatan dan 

penggantian peralatan melalui penilaian teknis. 

(7) Pemeliharaan pendeteksian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d dilakukan pada saat perangkat tidak 

digunakan meliputi pemeliharaan sistem: 

a. pemadam kebakaran termasuk simulasi tes 
evakuasi; 

b. cadangan (backup); 

c. kontaktor (relay) yang melindungi peralatan listrik; 
dan 

d. saklar (switch) otomatis. 

 

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan VTS  

 

Pasal 68 
(1) Pemanfaatan VTS oleh instansi pemerintah atau Pelaku 

Usaha, berupa: 

a. pemberian data elektronik; dan  
b. pemberian dokumen cetak. 

(2) Data elektronik dan dokumen cetak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.  
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(3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari data: 

a. AIS; 

b. percakapan radio; 
c. radar; dan 

d.  rekaman kamera pengawas (closed circuit 
television/CCTV). 

(4) Dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berupa catatan kegiatan (log book). 
 

Pasal 69 
(1) Data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

ayat (1) huruf a disimpan oleh Otoritas VTS untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun.  
(2) Untuk kepentingan tertentu data elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan. 

(3) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berupa pembuktian kecelakaan kapal oleh lembaga 

yang bertanggung jawab di bidang investigasi kecelakaan 

transportasi. 
 

Pasal 70 

(1) Permintaan data VTS yang digunakan untuk keperluan 

internal instansi pemerintah atau Pelaku Usaha 
diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas 

Nasional (Competent Authority). 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan 

kepada kepada Otoritas Nasional (Competent Authority) 

dengan disertai kelengkapan berupa:  
a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat 

pimpinan madya atau pimpinan lembaga/Pelaku 

Usaha; dan 

b. informasi terkait kepentingan dengan melampirkan 
data dukung; 

(3) Otoritas Nasional (Competent Authority) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi data 
dan/atau informasi VTS dalam jangka waktu paling lama 

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan 

dinyatakan lengkap dan benar. 
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Otoritas Nasional (Competent Authority) 

memberikan persetujuan data dan/atau informasi VTS 

kepada pemohon. 
(5) Pemohon wajib menjaga kerahasiaan dari data dan/atau 

informasi yang diberikan serta tidak menyampaikan data 

dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain tanpa 
persetujuan tertulis dari Otoritas Nasional (Competent 
Authority). 
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Bagian Keempat 
Pemanfaatan VTS Untuk Pelayanan Pemanduan 

 

Pasal 71 
VTS dapat digunakan untuk membantu pelayanan 

Pemanduan Secara Elektronik (E-Pilotage). 
 

Pasal 72 

(1) VTS yang digunakan untuk membantu pelayanan 

Pemanduan Secara Elektronik (E-Pilotage) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 melakukan kegiatan 
pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebaran 

data, dan Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime 
Safety Information/MSI) yang berasal dari: 
a. komunikasi radio;  

b. radar;  

c. AIS;  

d. kamera pengawas (closed circuit television/CCTV);  
e. sarana bantu navigasi-pelayaran;  

f. bathymetry; dan  

g. meteorologi,  
yang digunakan untuk kebutuhan peningkatan 

pelayanan pemanduan. 

(2) Pemanduan Secara Elektronik (E-Pilotage) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a. pemanduan dilaksanakan oleh petugas pandu yang 

ditempatkan pada VTS yang berkomunikasi dengan 

petugas pandu yang berada di atas kapal; 
b. pemanduan dilaksanakan oleh petugas pandu yang 

ditempatkan pada VTS yang berkomunikasi 

langsung dengan nakhoda; atau 
c. pemanduan dilaksanakan oleh petugas pandu pada 

stasiun pandu dengan memanfaatkan data dari VTS. 

(3) Petugas pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dan huruf c melakukan Pemanduan Jarak Jauh 

(Remote Pilotage) tanpa naik ke kapal, dengan 

memberikan saran dan informasi melalui VTS atau 

stasiun pandu. 
(4) Pemanduan Secara Elektronik (E-Pilotage) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil 

penilaian kajian risiko (risk assessment) yang dilakukan 
oleh tim teknis terpadu yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

(5) Pemanduan yang dilaksanakan oleh petugas pandu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: 

a. kerjasama antara Distrik Navigasi dengan Badan 

Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal khusus 

yang telah mendapatkan pelimpahan pemanduan; 
atau 

b. kerjasama antara Distrik Navigasi dengan Badan 

Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal khusus 
yang belum mendapatkan pelimpahan pemanduan 

namun telah melakukan pelayanan pemanduan 

berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara 
Pelabuhan. 
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Pasal 73 
Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (5) 

dituangkan ke dalam bentuk perjanjian kerja sama yang 

paling sedikit mengatur:  
a. pemanfaatan sarana dan prasana VTS; 

b. biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kerja sama; 

c. penyediaan dan pertukaran data; dan 
d. penyediaan sumber daya manusia pelaksana 

pemanduan. 

 
Paragraf 1  

Kewajiban VTS dalam Pelayanan Pemanduan 

 
Pasal 74 

(1) Kegiatan pelayanan pemanduan yang dilaksanakan oleh 

VTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaporkan 

oleh Distrik Navigasi kepada syahbandar setiap bulan.  
(2) Dalam keadaan tertentu syahbandar dapat membatalkan 

pelaksanaan kegiatan Pemanduan Jarak Jauh (Remote 
pilotage) yang akan dilaksanakan oleh VTS. 

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

didasarkan pada pertimbangan faktor kapal dan faktor di 

luar kapal. 

 
BAB VI 

NAVIGATIONAL TELEX (NAVTEX) 

 
Bagian Pertama 

 Sarana dan Fungsi  

Navigational Telex (Navtex) 
 

Pasal 75 

(1) Sarana Navigational Telex (Navtex) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa stasiun 
pemancar (transmitter station). 

(2) Sarana Navigational Telex (Navtex) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk 
mentransmisikan informasi kepada kapal mengenai 

keselamatan pelayaran pada frekuensi radio 518 (lima 

ratus delapan belas) kilohertz dengan menggunakan 

bahasa Inggris dan 490 (empat ratus sembilan puluh) 
kilohertz dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

 

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan Navigational Telex (Navtex)  

 

Pasal 76 
(1) Distrik Navigasi menyelenggarakan Navigational Telex 

(Navtex) yang meliputi kegiatan: 

a. pengoperasian; dan 

b. pemeliharaan. 
(2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan 

penyelenggaraan Navigational Telex (Navtex) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 
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Paragraf 1 
Pengoperasian 

 

Pasal 77 
(1) Kegiatan pengoperasian Navigational Telex (Navtex) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a 

meliputi: 
a. penetapan dinas jaga; dan 

b. jadwal waktu siaran. 

(2) Penetapan dinas jaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a berupa pembagian tugas jaga dilakukan 

dengan mempertimbangkan waktu operasi; 

(3) Kegiatan pengoperasian Navigational Telex (Navtex) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan standar operasional 

prosedur. 

(4) Standar operasional prosedur kegiatan pengoperasian 
pada setiap Navigational Telex (Navtex) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh 

Distrik Navigasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
 

Paragraf 2 

Pemeliharaan  

 
Pasal 78 

(1) Pemeliharaan Navigational Telex (Navtex) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dilakukan 
untuk menjaga keandalan peralatan Navigational Telex 

(Navtex).  

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance); 
b. pemeliharaan korektif (corrective maintenance); 
c. pemeliharaan besar atau penggantian (predictive 

maintenance); dan 

d. pemeliharaan pendeteksian. 

(3) Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 
kegiatan: 

a. Inspeksi; 

b. Kalibrasi; 
c. Pengujian; 

d. Penyesuaian; 

e. Perawatan (Servicing); 

f. Pemasangan (Instalment); dan 
g. Penyesua 

ian (Alignment). 
(4) Kegiatan pemeliharaan untuk Navigational Telex (Navtex) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: 

a. pemeliharaan harian; 

b. pemeliharaan mingguan; dan 
c. pemeliharaan bulanan.  

(5) Pemeliharaan korektif (corrective maintenance) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 

kegiatan: 
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a. penggantian komponen perangkat yang rusak; 
b. penggantian modul sistem perangkat rusak; 

c. pertukaran antar modul yang rusak atau tidak 

berfungsi; 
d. perbaikan kerusakan sewaktu-waktu; 

e. perbaikan kerusakan karena keadaan darurat; dan 

f. penggantian sistem operasi perangkat lunak 
(software) yang tidak berfungsi. 

(6) Pemeliharaan besar atau penggantian (predictive 
maintenance) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c dilakukan untuk memperkirakan waktu perawatan dan 
penggantian peralatan melalui perhitungan umur pakai 

peralatan Navigational Telex (Navtex) yang berasal dari 

asumsi umum yang sering digunakan di bidang 
elektronika. 

(7) Pemeliharaan pendeteksian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d dilakukan pada perangkat saat 
menunggu giliran pengoperasian meliputi pemeliharaan: 

a. sistem pemadam kebakaran termasuk simulasi tes 

evakuasi; 

b. sistem cadangan (backup); 
c. sistem kontaktor (relay) yang melindungi peralatan 

listrik; dan 

d. sistem saklar (switch) otomatis. 
  

BAB VII 

MARINE ELECTRONIC HIGHWAY (MEH) 

 
Bagian Pertama 

Sarana dan Fungsi  

 
Pasal 79 

(1) Sarana Marine Electronic Highway (MEH) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas: 

a. Marine Electronic Highway (MEH) data centre;  
b. Marine Electronic Highway (MEH) backup data 

centre; 

c. sensor meteorologi dan oseanografi; 
d. jaringan komunikasi; dan 

e. website Marine Electronic Highway (MEH). 

(2) Marine Electronic Highway (MEH) data centre 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi 
sebagai pusat integrasi data sensor yang didapatkan dari 

Indonesia, Malaysia, dan Singapura. 

(3) Marine Electronic Highway (MEH) backup data centre 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi 

sebagai Marine Electronic Highway (MEH) data centre 

sementara jika Marine Electronic Highway (MEH) data 
centre tersebut mengalami gangguan, permasalahan, 
dan/atau perbaikan.  

(4) Sensor meteorologi dan oseanografi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai sensor 
arah dan kecepatan angin, kelembapan, suhu udara, 

tekanan udara, dan/atau pasang surut air laut. 
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(5) Website Marine Electronic Highway (MEH) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e berfungsi sebagai akses 

bagi kapal untuk mendapatkan Informasi Meteorologi 

(Meteorological Informations) dan oseanografi di Selat 
Malaka dan Selat Singapura. 

(6) Marine Electronic Highway (MEH) dilengkapi dengan data 

lingkungan meliputi mangrove, terumbu karang, zona 
konservasi, dan zona penangkapan ikan.  

 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Marine Electronic Highway (MEH) 
 

Pasal 80 

(1) Distrik Navigasi menyelenggarakan Marine Electronic 
Highway (MEH) yang meliputi kegiatan: 

a. pengoperasian; dan 

b. pemeliharaan. 

(2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan 
penyelenggaran Marine Electronic Highway (MEH) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
Paragraf 1 

Pengoperasian (MEH) 

 
Pasal 81 

(1) Kegiatan pengoperasian Marine Electronic Highway (MEH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi: 

a. penetapan dinas jaga; dan 
b. publikasi data yang diperoleh dari Indonesia, 

Malaysia, dan Singapura melalui website resmi 

Marine Electronic Highway (MEH) selama 24 (dua 
puluh empat) jam.  

(2) Penetapan dinas jaga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a berupa pembagian tugas jaga dilakukan 

dengan mempertimbangkan waktu operasi. 
(3) Kegiatan pengoperasian Marine Electronic Highway (MEH) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan standar operasional prosedur. 
(4) Standar operasional prosedur kegiatan pengoperasian 

pada setiap Marine Electronic Highway (MEH) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal. 

 

Paragraf 2 

Pemeliharaan (MEH) 
 

Pasal 82 

(1) Pemeliharaan Marine Electronic Highway (MEH) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b 

dilakukan untuk menjaga keandalan peralatan Marine 
Electronic Highway (MEH).  

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance); 
b. pemeliharaan korektif (corrective maintenance); 
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c. pemeliharaan besar atau penggantian (predictive 
maintenance); dan 

d. pemeliharaan pendeteksian. 

(3) Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 

kegiatan: 

a. Inspeksi; 
b. Kalibrasi; 

c. Pengujian; 

d. Penyesuaian; 

e. Perawatan (Servicing); 
f. Pemasangan (Instalment); dan 

g. Penyesuaian (Alignment). 
(4) Kegiatan pemeliharaan pencegahan (preventive 

maintenance) untuk Marine Electronic Highway (MEH) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: 

a. pemeliharaan harian; 

b. pemeliharaan mingguan; dan 
c. pemeliharaan bulanan  

(5) Pemeliharaan korektif (corrective maintenance) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 
kegiatan: 

a. penggantian komponen perangkat yang rusak; 

b. penggantian modul sistem perangkat rusak; 
c. pertukaran antar modul yang rusak atau tidak 

berfungsi; 

d. perbaikan kerusakan yang tiba-tiba; 

e. perbaikan kerusakan yang gawat darurat; dan 
f. penggantian sistem operasi perangkat lunak 

(software) yang tidak berfungsi. 

(6) Pemeliharaan besar atau penggantian (predictive 
maintenance) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c dilakukan untuk memperkirakan waktu perawatan dan 

penggantian peralatan melalui perhitungan umur pakai 

peralatan Marine Electronic Highway (MEH) yang berasal 
dari asumsi umum yang sering digunakan di bidang 

elektronika. 

(7) Pemeliharaan pendeteksian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d dilakukan pada perangkat saat 

menunggu giliran pengoperasian meliputi pemeliharaan: 

a. sistem pemadam kebakaran termasuk simulasi tes 
evakuasi; 

b. sistem cadangan (backup); 

c. sistem kontrakro (relay) yang melindungi peralatan 

listrik; dan 
d. sistem saklar (switch) otomatis. 
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BAB VIII 
MARITIME COORDINATION CENTRE (MCC) 

 

Bagian Pertama 
Fungsi Maritime Coordination Center (MCC) 

 

Pasal 83 
(1) Maritime coordination center (MCC) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan 

pusat integrasi data maritim yang dioperasikan oleh 

Direktur Jenderal. 
(2) Maritime coordination center (MCC) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. National Data Centre (NDC) untuk Long Range 
Identification and Tracking of Ship (LRIT); dan 

b. jaringan komunikasi. 

(3) Maritime coordination center (MCC) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk: 
a. menerima informasi terkait berita keselamatan dan 

keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan 

maritim, dan pencarian dan pertolongan dari 
instansi pemerintah; 

b. menyampaikan informasi terkait berita keselamatan 

dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan 
maritim, dan  pencarian dan pertolongan kepada 

instansi pemerintah; 

c. sebagai unit pendukung pemberian data dan 

informasi pemantauan, pengawasan, keamanan dan 
keselamatan pelayaran, serta perlindungan 

lingkungan maritim;  

d. melaksanakan komunikasi langsung dengan kapal 
melalui sarana internet protocol base VHF dan 

medium frequency/high frequency Radio. 

e. mengidentifikasi dan mendeteksi keberadaan kapal 

maupun pergerakan kapal secara aktual (realtime) di 
wilayah Perairan Indonesia; dan 

f. menerima data dan informasi keselamatan dan 

keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan 
maritim dari VTS dan Stasiun Radio Pantai serta 

sarana Telekomunikasi-Pelayaran lainnya secara 

terintegrasi di seluruh Indonesia. 
 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Maritime Coordination Center (MCC) 
 

Pasal 84 

(1) Penyelenggaraan maritime coordination center (MCC)  

meliputi kegiatan: 
a. pengoperasian; dan 

b. pemeliharaan. 

(2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan 
penyelenggaran maritime coordination center (MCC) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Paragraf 1 
Pengoperasian 

 

Pasal 85 
(1) Kegiatan pengoperasian maritime coordination center 

(MCC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) 

huruf a meliputi: 
a. penetapan dinas jaga; 

b. pengumpulan data terkait keselamatan, keamanan 

pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim 
yang diperoleh dari VTS, Stasiun Radio Pantai, AIS 

live satellite, aplikasi Long Range Identification and 
Tracking of Ships (LRIT), Marine Electronic Highway 

(MEH), Navigational Telex (Navtex), informasi dan 
data lain yang relevan; dan 

c. pengoperasian maritime coordination center (MCC) 

selama 24 (dua puluh empat) jam.  

(2) Penetapan dinas jaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a berupa pembagian tugas jaga dilakukan 

dengan mempertimbangkan waktu operasi. 

(3) Kegiatan pengoperasian maritime coordination center 
(MCC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan standar operasional prosedur. 

(4) Standar operasional prosedur kegiatan pengoperasian 
pada maritime coordination center (MCC) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

 
Paragraf 2 

Pemeliharaan  

 
Pasal 86 

(1) Pemeliharaan maritime coordination center (MCC) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b 
dilakukan untuk menjaga keandalan peralatan maritime 
coordination center (MCC).  

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance); 

b. pemeliharaan korektif (corrective maintenance); 

c. pemeliharaan besar atau penggantian (predictive 
maintenance); dan 

d. pemeliharaan pendeteksian. 

(3) Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 
kegiatan: 

a. Inspeksi; 

b. Penyesuaian; 
c. Perawatan (servicing); dan 

d. Pemasangan (instalment). 
(4) Kegiatan pemeliharaan pencegahan (preventive 

maintenance) untuk maritime coordination center (MCC) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: 

a. pemeliharaan bulanan; dan 

b. pemeliharaan tahunan. 
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(5) Pemeliharaan korektif (corrective maintenance) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 

kegiatan: 

a. penggantian komponen perangkat yang rusak; 
b. penggantian modul sistem perangkat rusak; 

c. pertukaran antar modul yang rusak atau tidak 

berfungsi; 
d. perbaikan kerusakan sewaktu-waktu; 

e. perbaikan kerusakan karenakeadaan darurat; dan 

f. penggantian sistem operasi software yang tidak 

berfungsi. 
(6) Pemeliharaan besar atau penggantian (predictive 

maintenance) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c dilakukan untuk memperkirakan waktu perawatan dan 
penggantian peralatan melalui perhitungan umur pakai 

peralatan maritime coordination center (MCC) yang berasal 

dari asumsi umum yang sering digunakan di bidang 

elektronika. 
(7) Pemeliharaan pendeteksian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d dilakukan pada perangkat saat 

menunggu giliran pengoperasian meliputi pemeliharaan: 
a. sistem pemadam kebakaran termasuk simulasi tes 

evakuasi; 

b. sistem cadangan (backup); 
c. sistem kontraktor (relay) yang melindungi peralatan 

listrik; dan 

d. sistem saklar (switch) otomatis. 

 
Pasal 87 

(1) Data pada setiap Stasiun Radio Pantai dan VTS 

diintegrasikan ke maritime coordination center (MCC) 
melalui regional data centre (RDC) yang dioperasikan oleh 

Distrik Navigasi. 
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

dari: 
a. data AIS; 

b. data radar; 

c. closed circuit television/CCTV Surveillance; dan 
d. data hidrografi, oseanografi, dan meteorologi. 

 

Pasal 88 
(1) Maritime Coordination Center (MCC) dapat melaksanakan 

Pertukaran data dan informasi dengan instansi 

pemerintah lain. 

(2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan setelah ada perjanjian 

kerja sama antara Direktur Jenderal dan instansi 

pemerintah tersebut.  
 

Pasal 89 

Ketentuan mengenai persyaratan dan standar Stasiun Radio 
Pantai, National Data Centre (NDC) untuk Long Range 
Identification and Tracking of Ships (LRIT), Stasiun Radio 

Kapal, VTS, Navigational Telex (Navtex), Marine Electronic 
Highway (MEH), dan Maritime Coordination Centre (MCC) 
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tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IX 
SISTEM PELAPORAN KAPAL (SHIP REPORTING SYSTEM/SRS) 

      

     Bagian Pertama 
Fungsi Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting System/SRS) 

 

Pasal 90 

(1) Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting System/SRS) 
dikenakan kepada kapal dengan kriteria tertentu. 

(2) Kapal dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal berdasarkan 
pertimbangan: 

a. jenis kapal;  

b. jenis muatan kapal; dan 
c. daerah pelayaran. 

(3) Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting System/SRS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk: 

a. menyediakan informasi yang terkini atas pergerakan 
kapal; 

b. meningkatkan efisiensi dalam bernavigasi dan 

perlindungan lingkungan maritim;  
c. mengurangi interval waktu kontak dengan kapal; 

d. menentukan lokasi dengan cepat, saat kapal dalam 

bahaya yang tidak diketahui posisinya; dan 
e. meningkatkan keamanan dan keselamatan jiwa dan 

harta benda di laut. 

 
Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting 
System/SRS) 

 
Pasal 91 

(1) Kapal dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 90 ayat (1) harus menyampaikan laporan 
melalui Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting 
System/SRS). 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. nama kapal; 
b. Tanda Panggil (Call Sign); 

c. Maritime Mobile Service Identity (MMSI); dan 

d. posisi kapal.  
(3) Laporan yang disampaikan melalui sistem palaporan 

sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan perangkat radio dan/atau elektronika 

pelayaran ke stasiun darat yang meliputi: 
a. Stasiun Radio Pantai; 

b. VTS; dan/atau  

c. National Data Center (NDC) untuk Long Range 
Identification and Tracking of Ships (LRIT) Indonesia. 

(4) Perangkat radio dan/atau elektronika pelayaran yang 

berada di atas kapal meliputi: 

a. VHF dan/atau medium frequency/high frequency 
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(MF/HF) Radio Marine; 
b. AIS; 

c. Long Range Identification and Tracking of Ships 

(LRIT); 
d. telepon; dan 

e. faksimili. 

(5) Komunikasi antar stasiun darat dengan kapal yang 
berpartisipasi dalam Sistem Pelaporan Kapal (Ship 
Reporting System/SRS) harus dibatasi pada data yang 

dipersyaratkan kecuali terdapat keadaan darurat terkait 

dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dan 
perlindungan lingkungan maritim. 

(6) Format Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting 
System/SRS) sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari peraturan Menteri.  

 

Pasal 92 
(1) Kapal yang diwajibkan untuk melapor ke stasiun darat 

melalui Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting 
System/SRS) harus segera melakukan pelaporan, saat 
memasuki, dan/atau saat meninggalkan area Sistem 

Pelaporan Kapal (Ship Reporting System/SRS).  

(2) Dalam hal adanya kegagalan peralatan komunikasi radio 

kapal atau alat komunikasi elektronik lainnya, nakhoda 
kapal harus berusaha untuk memastikan komunikasi 

dapat berfungsi kembali secepat mungkin.  

(3) Dalam hal terjadi kegagalan peralatan komunikasi radio 
kapal atau alat komunikasi elektronik lainnya yang 

mengakibatkan kapal tidak bisa melapor melalui Sistem 

Pelaporan Kapal (Ship Reporting System/SRS) kepada 
stasiun darat, nakhoda kapal harus mencatat fakta dan 

alasan tersebut dalam log book kapal. 

 

BAB X  
NAVIGASI ELEKTRONIK (E-NAVIGATION) 

 

Pasal 93 
Direktur Jenderal menetapkan penyelenggaraan Navigasi 

Elektronik (E-Navigation) di Perairan Indonesia untuk 

meningkatkan keselamatan, keamanan pelayaran, dan 
perlindungan lingkungan maritim. 

 

Pasal 94 

(1) Penyelenggaraan Navigasi Elektronik (E-Navigation) di 
Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

93 mengacu pada pedoman Navigasi Elektronik (E-
Navigation) yang ditetapkan oleh International Maritime 
Organization (IMO) dan International Association of Marine 
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). 

(2) Penyelenggaraan Navigasi Elektronik (E-Navigation) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengembangan dan harmonisasi desain ruang 

anjungan kapal dan VTS; 

b. sebagai sarana untuk melaksanakan standarisasi 
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dan otomatisasi pelaporan kapal; 
c. peningkatan reliabilitas, ketahanan, dan integritas 

dari peralatan di anjungan kapal dan stasiun darat 

terkait informasi pelayaran; 
d. melaksanakan integrasi dan presentasi dari 

informasi yang tersedia melalui tampilan yang 

diterima dari peralatan komunikasi; dan 
e. peningkatan pelayanan VTS.  

 

Pasal 95 
Penyelenggaraan Navigasi Elektronik (E-Navigation) pada 

layanan di bidang pelayaran (maritime services) meliputi: 

a. layanan informasi VTS (information service /INS); 

b. layanan bantuan navigasi VTS (Navigational Assistance 
Service/NAS); 

c. layanan pengelolaan lalu lintas VTS (traffic organization 
service/TOS); 

d. dukungan pelayanan di pelabuhan (port support 
services/PSS); 

e. pelayanan penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran 
(Maritime Safety Information/MSI); 

f. pelayanan pemanduan (pilotage service): 
g. pelayanan kapal tunda (tug service); 
h. pelayanan pelaporan kapal (vessel shore reporting); 
i. pelayanan kesehatan jarak jauh (telemedical assistance 

service/TMAS); 

j. pelayanan bantuan di bidang maritim (maritime 
assistance service/MAS); 

k. pelayanan peta laut (nautical chart service); 
l. pelayanan Informasi Meteorologi (Meteorological 

Informations); 
m. pelayanan informasi hidrografi dan lingkungan secara 

aktual (real-time hydrographic and environmental 
information services); dan 

n. pelayanan pencarian dan pertolongan.   
 

Pasal 96 

Dalam penyelenggaraan Navigasi Elektronik (E-Navigation) 

dapat dilaksanakan uji coba (test bed) berdasarkan ketentuan 

International Maritime Organization (IMO) dan International 
Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities (IALA).  

 
BAB XI 

TANDA PANGGIL (CALL SIGN) DAN 

MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITy (MMSI) 

SARANA TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN 
 

Pasal 97 

(1) Stasiun Radio Pantai dan Stasiun Radio Kapal wajib 
memiliki Tanda Panggil (Call Sign) dan Maritime Mobile 
Service Identity (MMSI). 

(2) Stasiun Radio Pantai yang diwajibkan memiliki Maritime 

Mobile Service Identity (MMSI) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
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a. Stasiun Radio Pantai Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS); 

b. Stasiun Radio Pantai Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS) dilengkapi dengan AIS Base 

Station; dan 
c. Stasiun Radio Pantai non-Global Maritime Distress 

and Safety System (non-GMDSS) dilengkapi dengan 

AIS Base Station; 
(3) Stasiun Radio Kapal yang diwajibkan memiliki Maritime 

Mobile Service Identity (MMSI) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliput: 

a. perangkat radio komunikasi marine VHF dan/atau 
medium frequency/high frequency (MF/HF) yang 

dilengkapi dengan panggilan angka pilih (digital 
selective calling); 

b. VHF portable transceiver yang dilengkapi dengan 
digital selective calling (DSC) dan global navigation 
satellite system (GNSS); 

c. perangkat AIS; dan 

d. perangkat AIS-search and rescue (radar) transponder 
(SART).  

(4) Selain Stasiun Radio Pantai dan Stasiun Radio Kapal, 

sarana yang wajib memiliki Maritime Mobile Service 
Identity (MMSI) meliputi: 

a. pesawat yang digunakan untuk keperluan operasi 

pencarian dan pertolongan;  
b. sarana bantu navigasi-pelayaran; 

c. kapal penolong, sekoci penolong, kapal penyelamat, 

dan kapal lain yang menjadi bagian dari kapal 

induk; dan 
d. perangkat man overboard yang mentransmisikan 

digital selective calling (DSC) dan/atau AIS. 

 
Pasal 98 

Kapal negara dan kapal perang yang menggunakan: 

a. perangkat radio komunikasi marine VHF dan/atau 

medium frequency/high frequency (MF/HF) yang 
dilengkapi dengan panggilan angka pilih (digital selective 
calling); 

b. VHF portable transceiver yang dilengkapi dengan digital 
selective calling (DSC) dan global navigation satellite 
system (GNSS); 

c. perangkat AIS; dan 

d. perangkat AIS-search and rescue (radar) transponder 
(SART),  

dapat diberikan Maritime Mobile Service Identity (MMSI). 

  

Pasal 99 
(1) Apabila terdapat perubahan pada perangkat, 

kepemilikan, dan/atau perangkat tidak dipergunakan 

atau rusak, Instansi pemerintah atau Pelaku Usaha wajib 
melaporkan kepada Direktur Jenderal. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi Maritime 
Mobile Service Identity (MMSI). 
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BAB XII 
TATA CARA PELAYANAN BERITA MARA BAHAYA, BERITA 

SEGERA, BERITA KESELAMATAN, DAN SIARAN TANDA 

WAKTU STANDAR SERTA KOMUNIKASI PEMBERITAHUAN 
KEDATANGAN KAPAL  

 

Bagian Pertama 
Tata Cara Pelayanan Berita Mara bahaya, Berita Segera, 

Berita Keselamatan, dan Siaran Tanda Waktu Standar 

  
Pasal 100 

(1) Penyelenggara Telekomunikasi-Pelayaran wajib 

menyiarkan berita mara bahaya, berita segera, berita 
keselamatan, dan siaran tanda waktu standar bagi kapal 

yang berlayar di Perairan Indonesia. 

(2) Berita mara bahaya, berita segera, dan berita 

keselamatan serta berita siaran tanda waktu standar bagi 
kapal yang berlayar di Perairan Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara luas melalui 

Stasiun Radio Pantai, VTS, Navigational Telex (Navtex), 
dan/atau Stasiun Bumi Pantai dalam Jaringan 

Telekomunikasi-Pelayaran. 

(3) Penyiaran berita mara bahaya, berita segera, dan berita 
keselamatan serta berita siaran tanda waktu standar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. penyiaran berita dilaksanakan segera setelah 
diterima dan disiarkan ulang secara periodik 2 (dua) 

kali dalam 1 (satu) jam selama waktu tenang dengan 

menggunakan kanal penyiaran frekuensi radio mara 
bahaya internasional pada band medium frequency 

dan band high frequency sedangkan penyiaran berita 

mara bahaya di band very high frequency 

dilaksanakan segera setelah diterima; dan 
b. penyiaran berita tanda waktu standar dilaksanakan: 

1) sesuai jadwal Stasiun Radio Pantai yang dimuat 

dalam list of coast stations and special service 
stations dan standar operasional prosedur 

dengan menggunakan kanal penyiaran 

frekuensi radio pada band medium frequency, 
band high frequency, dan band very high 
frequency; 

2) VTS sesuai dengan standar operasional 

prosedur; dan 
3) Navigational Telex (Navtex) sesuai dengan 

Navigational Telex (Navtex) manual yang 

diterbitkan oleh International Maritime 
Organization (IMO) dan sesuai dengan standar 
operasional prosedur. 

(4) Penyiaran berita mara bahaya, berita segera, dan berita 

keselamatan serta berita siaran tanda waktu standar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai urutan prioritas sebagai berikut: 

a. panggilan mara bahaya, berita mara bahaya, dan 
lalu lintas mara bahaya “MAYDAY MAYDAY 
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MAYDAY”; 
b. komunikasi yang didahului dengan tanda segera 

“PAN PAN PAN”; 

c. komunikasi yang didahului dengan tanda 
keselamatan (securite); 

d. komunikasi berkenaan dengan radio pencari arah; 

e. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan 
aman pesawat udara yang terlibat dalam operasi 

pencarian dan pertolongan; 

f. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan 
dan keperluan kapal dan pesawat udara, serta berita 

pengamatan cuaca yang dipersiapkan bagi suatu 

dinas meteorologi resmi; 

g. telegram radio yang berkenaan dengan piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (etat priorite nations); 

dan 

h. telegram radio Pemerintah dengan prioritas dan 
percakapan Pemerintah yang didahului prioritas 

(etat priorite). 

(5) Stasiun Radio Pantai, VTS, Navigational Telex (Navtex), 

dan/atau Stasiun Bumi Pantai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus menyiarkan berita mara bahaya yang 

meliputi: 

a. penyiaran ulang berita mara bahaya dari kapal yang 
diterima melalui sistem digital selective calling (DSC) 

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS); 
b. berita mara bahaya “MAYDAY MAYDAY MAYDAY” 

menunjukan adanya stasiun/unit bergerak atau 

orang dalam keadaan bahaya dan membutuhkan 

pertolongan segera; 
c. berita segera “PAN PAN PAN” meliputi: 

1) informasi minta pertolongan terhadap orang 

yang sakit di atas kapal; 

2) informasi minta pertolongan terhadap orang 
yang jatuh di laut; dan 

3) informasi minta pertolongan terhadap 

kerusakan mesin pada kapal. 

d. berita keselamatan “SECURITE SECURITE 
SECURITE” meliputi: 

1) informasi tentang adanya pergeseran posisi 

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 
2) informasi tentang padamnya Sarana Bantu 

Navigasi-Pelayaran; 

3) informasi tentang adanya pengeboran minyak 
pada suatu posisi di alur-pelayaran; 

4) informasi tentang adanya muncul sebuah 

karang; 
5) informasi tentang adanya benda terapung yang 

membahayakan pelayaran; 

6) informasi adanya kondisi cuaca buruk yang 

membahayakan pelayaran 
7) informasi tentang dukungan operasi pencarian 

dan pertolongan; dan 

8)  informasi tentang pelaporan adanya kapal 
misterius (phantom ship). 
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e. siaran tanda waktu standar merupakan pancaran 
tanda waktu untuk kapal, Stasiun Radio Pantai, VTS, 

Navigational Telex (Navtex), dan bagi pihak lain yang 

memerlukan informasi waktu dan mencocokan 
kronometer. 

 

Pasal 101 
(1) Berita mara bahaya dalam Dinas Bergerak Pelayaran 

disiarkan apabila kapal dalam keadaan mara bahaya dan 

memerlukan pertolongan segera. 
(2) Dinas Bergerak Pelayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus melaksanakan tugas jaga dengar pada 

frekuensi radio mara bahaya. 

 
Pasal 102 

Penyiaran berita mara bahaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 101 ayat (1) disiarkan ke kapal dengan tata cara sebagai 
berikut: 

a. apabila menggunakan radio teleponi dengan kelas emisi 

J3E disiarkan melalui frekuensi radio 2182 kHz (dua ribu 
seratus delapan puluh dua kiloHertz), 4125 kHz (empat 

ribu seratus dua puluh lima kiloHertz), 6215 kHz (enam 

ribu dua ratus lima belas kiloHertz), 8291 kHz (delapan 
ribu dua ratus sembilan puluh satu kilohertz), 12290 kHz 

(dua belas ribu dua ratus sembilan puluh kilohertz), dan 

16420 kHz (enam belas ribu empat ratus dua puluh 

kilohertz), dengan jam penyiaran menit ke 00 – 03 dan 
menit ke 30 – 33 pada setiap jamnya; 

b. apabila menggunakan radio teleponi dengan kelas emisi 

G3E disiarkan melalui frekuensi radio 156.800 MHz 
(seratus lima puluh enam poin delapan ratus Mega Hertz) 

(Chanel 16) dengan jam penyiaran 0000 – 2400 UTC; 

c. apabila menggunakan perangkat digital selective calling 
(DSC) dengan kelas emisi FIB/J2B disiarkan melalui 

frekuensi radio  2187.5 kHz (dua ribu seratus delapan 

puluh tujuh poin lima kilohertz), 42075 kHz (empat 

puluh dua ribu tujuh puluh lima kilohertz), 6312 kHz 
(enam ribu tiga ratus dua belas kilohertz), 8414.5 kHz 

(delapan ribu empat ratus empat belas poin lima 

kilohertz), 12577 kHz (delapan ribu empat ratus empat 
belas poin lima kilohertz), 16805.5 kHz (enam belas ribu 

delapan ratus lima poin lima kiloHertz), dan 156.525 MHz 

(seratus lima puluh enam poin lima ratus dua puluh lima 
Mega Hertz) (Chanel 70) dengan jam penyiaran 0000 – 

2400 UTC. 

 
Pasal 103 

Stasiun Radio Pantai, VTS, dan/atau Stasiun Bumi Pantai 

yang menerima berita mara bahaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 101 ayat (1) harus menyampaikan ke 
badan/lembaga yang bertanggung jawab pada bidang 

pencarian dan pertolongan serta syahbandar terdekat. 

 
Pasal 104 

(1) Nakhoda wajib meliput berita mara bahaya, berita segera, 
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dan berita keselamatan berlayar baik dari kapal di 
sekitarnya maupun dari Stasiun Radio Pantai, VTS, 

Navigational Telex (Navtex), dan/atau Stasiun Bumi 

Pantai untuk tujuan pencarian, penyelamatan, dan 
keselamatan berlayar. 

(2) Nakhoda mentransmisikan berita mara bahaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: 
a. stasiun yang dalam mara bahaya dalam posisi tidak 

mampu untuk memancarkan berita bahaya; 

b. nakhoda atau orang yang bertanggung jawab untuk 
kapal, pesawat udara, atau kendaraan lain yang 

tidak dalam mara bahaya, atau orang yang 

bertanggung jawab terhadap stasiun darat, 

menganggap atau berpendapat bahwa masih 
diperlukan pertolongan lebih lanjut; atau 

c. kapal tidak dalam posisi untuk memberikan 

bantuan, namun berita mara bahaya belum 
memperoleh pertolongan. 

(3) Nakhoda wajib meliput berita segera dan tidak membuat 

transmisi apapun yang mungkin dapat menimbulkan 
gangguan terhadap berita yang mengikuti tanda segera. 

(4) Nakhoda wajib meliput berita keselamatan dan tidak 

membuat transmisi apapun yang mungkin dapat 
menimbulkan gangguan terhadap berita keselamatan 

tersebut. 

 

Pasal 105 
(1) Kapal yang tiba di pelabuhan tujuan dan akan menutup 

jam dinas jaga Stasiun Radio Kapal harus: 

a. memberitahukan kepada Stasiun Radio Pantai 
dan/atau VTS terdekat; dan  

b. tidak menutup dinas sampai selesai semua 

pertukaran lalu lintas berita yang ada padanya, 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

yang berlaku di pelabuhan tersebut. 

(2) Setiap kapal yang meninggalkan pelabuhan harus 
secepatnya memberitahukan kepada Stasiun Radio 

Pantai, VTS, atau stasiun terkait bahwa jam dinas 

stasiunnya akan dibuka kembali sepanjang diizinkan 

oleh peraturan yang berlaku. 
(3) Kapal yang tidak mempunyai jam dinas Stasiun Radio 

Kapal secara tetap, pemberitahuan dilakukan ketika 

pertama kali dinas stasiunnya dibuka setelah berangkat 
dari pelabuhan. 

 

Bagian Kedua 
Tata Cara Komunikasi Pemberitahuan Kedatangan Kapal 

 

Pasal 106 
(1) Pemilik, operator kapal, atau nakhoda wajib 

memberitahukan rencana kedatangan kapalnya di 

pelabuhan kepada syahbandar dengan mengirimkan 

telegram radio nakhoda (master cable) kepada Otoritas 
Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau 

syahbandar melalui Stasiun Radio Pantai dengan 
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tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen 
umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh 

delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan. 

(2) Dalam hal suatu pelabuhan terdapat layanan VTS, 
pemberitahuan kedatangan kapal oleh nakhoda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan 

melalui VTS.  
(3) Telegram radio nakhoda (master cable) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. nama kapal; 

b. Tanda Panggil (Call Sign); 
c. Maritime Mobile Services Identity (MMSI); 

d. tanggal dan waktu pelaporan; 

e. posisi pada saat pelaporan; dan 
f. pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. 

(4) Pemberitahuan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang telah diterima oleh Stasiun Radio 
Pantai disampaikan kepada Otoritas Pelabuhan, Unit 

Penyelenggara Pelabuhan, atau syahbandar dan 

perusahaan angkutan laut atau agen umum dengan 
menggunakan sarana telepon, faksimili, surat elektronik 

(e-mail), radio, dan/atau ordonan (caraka). 

 

Pasal 107 
(1) Nakhoda wajib memberitahukan posisi tengah hari (noon 

positioning) dengan mengirimkan telegram radio tidak 

berbayar dan/atau hubungan komunikasi dari kapal ke 
Stasiun Radio Pantai terdekat. 

(2) Telegram radio dan hubungan komunikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berisi koordinat posisi, haluan 

kapal dari dan tujuan kapal, kondisi kapal, serta kondisi 
awak kapal pada posisi tengah hari (noon positioning). 

 

BAB XIII  
INFORMASI KESELAMATAN PELAYARAN  

(MARITIME SAFETY INFORMATION/MSI) 

 
Bagian Pertama 

Penyelenggaraan Penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran 

(Maritime Safety Information/MSI) 

 
Pasal 108 

(1) Menteri menyelenggarakan penyiaran Informasi 

Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI). 

(2) Dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran Informasi 

Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 
mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal merupakan National Coordinator dari 

pelaksanaan penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran 
(Maritime Safety Information/MSI) di Perairan Indonesia. 

(4) Direktur Jenderal dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan penyiaran Informasi Keselamatan 

Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI) sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan 
kementerian/lembaga terkait, meliputi: 

a. badan/lembaga yang bertanggung jawab pada 

bidang metereologi, klimatologi, dan geofisika;  
b. badan/lembaga yang bertanggung jawab pada 

bidang pencarian dan pertolongan;  

c. badan/lembaga yang bertanggung jawab pada 
bidang hidrografi dan oseanografi; dan 

d. badan/lembaga lainnya. 

 
Pasal 109 

National Coordinator dalam penyelenggaraan penyiaran 

Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 
ayat (3) memiliki tugas dan fungsi meliputi: 

a. menyampaikan seluruh informasi yang terkait dengan 

keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan 
maritim; 

b. memeriksa seluruh informasi terkait keselamatan 

pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim yang 
disampaikan oleh instansi terkait; 

c. memiliki dan mengkoordinasikan sumber informasi yang 

terkait dengan keselamatan pelayaran; 

d. memiliki sarana prasarana komunikasi yang efektif 
untuk berkomunikasi dengan Navarea Coordinator dan 

Sub Area Coordinator;  

e. memiliki akses pada broadcast system; 
f.    membuat navigational warning sesuai dengan joint 

IMO/IHO/WMO Manual on Maritime Safety Information; 
g. menyampaikan navigational warning kepada Navarea 

Coordinator dan National Coordinator negara lain; 
h. menyiarkan buletin yang berisi navigational warning 

setiap 1 (satu) minggu; 

i.    menyiarkan navigational warning yang berisi 

pembatalan berita yang sudah tidak valid; 
j.    bertindak sebagai kontak utama yang terkait dengan 

Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI); 

k. mempromosikan penggunaaan standar dan ketentuan 

internasional dalam penyebaran Informasi Keselamatan 

Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI); 

l.    memonitor berita yang telah disebarkan; 
m. menyimpan data terkait dengan Informasi Keselamatan 

Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI), serta 

menyampaikan data tersebut kepada Navarea Coordinator 
secara berkesinambungan; dan 

n. melaksanakan kegiatan perencanaan mengenai kegiatan 

operasional yang terkait dengan penyebaran Informasi 

Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI). 
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Bagian Kedua 
Jenis dan Fungsi Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime 

Safety Information/MSI)  

 
 Pasal 110 

Jenis Informasi keselamatan pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI) terdiri atas: 

a. penyampaian Peringatan Kenavigasian (Navigational 
Warning); 

b. penyampaian Informasi Meteorologi (Meteorological 
Informations); 

c. penyampaian informasi terkait pencarian dan 
pertolongan; dan 

d. penyampaian informasi lainnya terkait dengan 

keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan 
maritim. 

 

Pasal 111 
Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI) berfungsi untuk: 

a. memberikan informasi yang terintegrasi dan aktual 

untuk kapal terkait keselamatan dan keamanan 
pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; 

b. meningkatkan kewaspadaan kapal pada saat memasuki 

wilayah tertentu; 
c. membantu dalam pelaksanaan penelitian untuk 

kepentingan tertentu di Perairan Indonesia; dan 

d. membantu dalam operasi pencarian dan pertolongan. 
 

Paragraf 1 

Penyampaian Peringatan Kenavigasian  
(Navigational Warning)  

 

Pasal 112 

(1) Peringatan Kenavigasian (Navigational Warning) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.  

(2) Format Peringatan Kenavigasian (Navigational Warning) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Contoh 2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 

Pasal 113 

Jenis Peringatan Kenavigasian (Navigational Warning) terdiri 

atas: 
a. Navarea Warning; 

b. Sub Area Warnings; 

c. Coastal Warnings; dan 

d. Local Warnings. 
 

Pasal 114 

(1) Penyampaian Navarea Warning dan Sub Area Warnings, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dan 

huruf b dilaksanakan oleh Navarea Coordinator. 
(2) Penyampaian Navarea Warnings dan Sub Area Warnings 
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oleh Navarea Coordinator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal.  

(3) Penyampaian Coastal Warnings sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 113 huruf c dilaksanakan oleh Direktur 
Jenderal melalui sarana: 

a. Navigational Telex (Navtex); 

b. Stasiun Radio Pantai; dan  
c. SafetyNet dan SafetyCast. 

(4) Penyampaian Local Warnings sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 113 huruf d dilaksanakan oleh Direktur 

Jenderal melalui  VTS dan Stasiun Radio Pantai. 
 

Pasal 115 

Peringatan Kenavigasian (Navigational Warning) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 112 memuat informasi:  

a. Sarana bantu navigasi-pelayaran di wilayah tertentu yang 

tidak berfungsi dengan baik; 

b. keberadaan kerangka kapal dan penandaannya di suatu 
wilayah tertentu; 

c. pembangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baru di 

wilayah tertentu;  
d. kegiatan penundaan kapal yang dapat berpotensi 

menggangu kegiatan di alur-pelayaran yang padat; 

e. peringatan terkait pelaksanaan operasi pencarian dan 
pertolongan; 

f. kegiatan operasi terkait pencemaran; 

g. keberadaan bahaya navigasi baru; 
h. perubahan sementara terkait dengan alur-pelayaran; 

i. pelaksanaan pekerjaan bawah air; 

j. pelaksanaan kegiatan penelitian di suatu wilayah 

tertentu; 
k. pendirian bangunan lepas pantai di sekitar alur 

pelayaran; 

l. pelayanan radio-navigasi tidak berfungsi dengan baik; 
m. informasi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan khusus 

yang dilaksanakan oleh negara;  

n. informasi mengenai pembajakan kapal atau perompakan 
bersenjata; 

o. informasi terkait dengan tsunami, gempa, atau fenomena 

alam lainnya; 

p. informasi mengenai peringatan kesehatan dari World 
Health Organization (WHO) dan/atau dari kementerian 

yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan; 

q. informasi terkait keamanan; dan/atau 
r. informasi lain terkait dengan keselamatan pelayaran dan 

perlindungan lingkungan maritim.  

 
Pasal 116 

Dalam hal tidak terdapat informasi Peringatan Kenavigasian 

(Navigational Warning) di wilayah dan waktu tertentu, 

Navigational Telex (Navtex) dan Stasiun Radio Pantai 
menyampaikan “no warnings message on hand” kepada setiap 

kapal. 
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Paragraf 2 
Informasi Meteorologi (Meteorological Informations) Dan 

Informasi Terkait Pencarian dan Pertolongan  

 
Pasal 117 

(1) Informasi terkait meteorologi (meteorological information) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b 
diterbitkan oleh badan/lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang metereologi, klimatologi, 

dan geofisika. 

(2) Informasi terkait dengan pencarian dan pertolongan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c 

diterbitkan oleh badan/lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pencarian dan 
pertolongan.  

 

Pasal 118 
Informasi terkait meteorologi (meteorological information) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) memuat 

informasi: 
a. peringatan cuaca; 

b. ringkasan keadaan cuaca dan keadaan gelombang di 

laut; dan/atau 

c. prakiraan cuaca. 
 

Pasal 119 

Informasi terkait pencarian dan pertolongan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) memuat informasi:  

a. berita mara bahaya; dan/atau 

b. informasi penting lainnya yang terkait dengan pencarian 
dan pertolongan. 

 

Paragraf 3 
Informasi Terkait Keselamatan Pelayaran Lainnya 

 

Pasal 120 

Informasi lain terkait dengan keselamatan pelayaran dan 
perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 110 huruf d diterbitkan oleh Direktur Jenderal. 

 
Pasal 121 

Informasi lainnya terkait dengan keselamatan pelayaran dan 

perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 120 memuat informasi:  

a. sistem Telekomunikasi-Pelayaran yang tidak berfungsi 

dengan baik; 

b. penetapan sistem rute (ships routeing) dan Sistem 
Pelaporan Kapal (Ship Reporting System/SRS); dan  

c. pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau kebijakan baru dibidang pelayaran. 
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Bagian Ketiga 
Metode Penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime 

Safety Information/MSI) 

 
Pasal 122 

(1) Metode penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran 

(Maritime Safety Information/MSI) dilaksanakan 

berdasarkan sistem penyampaian berita (broadcast 
system), melalui: 

a. Navigational Telex (Navtex); 

b. SafetyNet dan SafetyCast;  
c. Stasiun Radio Pantai; 

d. VTS; dan 

e. Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI) secara elektronik. 

(2) Jenis Sarana Penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran 

(Maritime Safety Information/MSI) tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan Menteri ini. 

  

Pasal 123 

Format pesan dan isi penyiaran Informasi Keselamatan 
Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 122 dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan International Maritime Organization, International 
Hidrography Organization, dan World Meteorological 
Organization. 

 

Pasal 124 
Format pesan dan isi penyiaran melalui Navigational Telex 

(Navtex) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan International Maritime 
Organization, International Hidrography Organization, dan 

World Meteorological Organization. 

                      

Paragraf 1 
Informasi keselamatan pelayaran (Maritime Safety 

Information/MSI) secara elektronik 

 
Pasal 125 

Penyampaian Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime 
Safety Information/MSI) secara elektronik dilakukan melalui 

Navigasi Elektronik (E-Navigation). 
 

Bagian Keempat 

Tata Cara Penyampaian Informasi Keselamatan Pelayaran 
(Maritime Safety Information/MSI) 

 

Pasal 126 

(1) Dalam menyelenggarakan penyiaran Informasi 
Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI), Direktur Jenderal selaku National 
Coordinator menunjuk Balai Teknologi Keselamatan 
Pelayaran (BTKP) sebagai pusat koordinasi Informasi 

Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 

www.peraturan.go.id



2023, No.143 
-

55- 

Information/MSI). 
(2) Pusat koordinasi Informasi Keselamatan Pelayaran 

(Maritime Safety Information/MSI) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengoordinasikan dan menerima informasi 
dari kementerian/lembaga terkait dalam penyebarluasan 

informasi melalui Navigational Telex (Navtex), SafetyNet 
dan SafetyCast, VTS, dan Stasiun Radio Pantai terkait. 

(3) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas:  

a. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pencarian dan 
pertolongan; 

b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang metereologi, 
klimatologi, dan geofisika;  

c. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan 
oseanografi; dan 

d. kementerian/lembaga lainnya. 

 

Pasal 127 
Skema koordinasi antara pusat koordinasi Informasi 

Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI) 

dengan kementerian/lembaga terkait, nakhoda, dan petugas 
pandu tercantum dalam Contoh 3 Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 
 

Pasal 128 

Penerimaan dan penyampaian informasi kapal yang terkait 
dengan penyelenggaraan penyiaran Informasi Keselamatan 

Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI) dengan negara 

lain, dilaksanakan berdasarkan ketentuan International 
Maritime Organization, International Hidrography Organization, 
dan World Meteorological Organization. 

 

Bagian Kelima 

Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI) Di Kapal 

 

Pasal 129 
(1) Penerimaan Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime 

Safety Information/MSI) di kapal dilakukan dengan 

menggunakan peralatan Navigational Telex (Navtex), 

SafetyNet dan SafetyCast dan/atau peralatan lainnya 
sesuai dengan International Maritime Organization, 

International Hidrography Organization, World 
Meteorological Organization. 

(2) Setiap nakhoda wajib memastikan peralatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk 

menerima Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime 
Safety Information/MSI). 

(3) Nakhoda wajib mencatat dalam log book Informasi 

Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI) 

yang diterima. 
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Pasal 130 
Setiap Informasi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety 
Information/MSI) harus ditindaklanjuti oleh nakhoda untuk 

memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran. 
 

BAB XIV 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS VTS 
 

Pasal 131 

(1) Dalam penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran, 

Direktur Jenderal bertindak selaku: 
a. Otoritas Nasional (Competent Authority); dan 

b. koordinator nasional yang berwenang untuk 

penyelenggaraan penyiaran Informasi Keselamatan 
Pelayaran (Maritime Safety Information/MSI). 

(2) Otoritas Nasional (Competent Authority) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan 

penyelenggaraan: 
a. Stasiun Radio Pantai; 

b. VTS; 

c. Navigational Telex (Navtex); 
d. Marine Electronik Highway (MEH); 

e. maritime command center (MCC); dan 

f. Long Range Identification and Tracking of Ships 
(LRIT). 

(3) Dalam penyelenggaraan VTS, Direktur Jenderal 

menunjuk Otoritas VTS. 

 
Pasal 132 

Otoritas Nasional (Competent Authority) dalam 

penyelenggaraan VTS sebagaimana dimaksud dalam pasal 
131 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

meliputi:  

a. bertanggung jawab secara nasional atau sebagian dalam 

penyelenggaran dan pengawasan VTS untuk keselamatan 
dan keamanan pelayaran, efisiensi lalu lintas kapal serta 

perlindungan lingkungan maritim;  

b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemberian bimbingan teknis untuk pengoperasian VTS 

sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan International Maritime Organization (IMO) dan 

International Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities (IALA); 

c. memberikan wewenang kepada Otoritas VTS untuk 
mengoperasikan VTS dalam area/wilayah kerja VTS yang 

telah ditentukan; 

d. memastikan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan 
peningkatan kompetensi untuk petugas VTS dalam 

memperoleh sertifikat; dan 

e. mendukung pelaksanaan penegakan hukum terkait 
dengan pelanggaran di area/wilayah kerja VTS.  
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Pasal 133 
Otoritas VTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:  

a. memastikan operasional VTS sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan oleh Otoritas Nasional (Competent 
Authority) untuk penyelenggaraan VTS; 

b. menetapkan standar operasional dan prosedur layanan 
dan operasional VTS untuk keselamatan pelayaran, 

efisiensi lalu lintas kapal, dan perlindungan lingkungan 

maritim; 

c. memastikan perangkat/peralatan, sistem, dan fasilitas 
VTS dapat memberikan layanan secara maksimal dan 

sesuai dengan standar operasional dan prosedur VTS; 

d. memastikan bahwa VTS memiliki petugas yang sesuai 
dengan kompetensi dan memenuhi kriteria yang berlaku 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta peraturan internasional; dan 
e. memastikan bahwa informasi dan layanan VTS yang 

diperlukan kapal pada wilayah/area kerja VTS 

dipublikasikan dan diinformasikan dalam berita 
penyiaran informasi. 

 

BAB XV 

SISTEM INFORMASI TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN 
 

Pasal 134 

(1) Sistem informasi Telekomunikasi-Pelayaran paling sedikit 
memuat: 

a. kapasitas Telekomunikasi-Pelayaran; 

b. kondisi alur pelayaran dan perlintasan; 
c. sumber daya manusia di bidang Telekomunikasi-

Pelayaran; 

d. kondisi angin, arus, gelombang dan pasang surut; 
e. posisi dan lalu lintas kapal; 

f. berita mara bahaya; 

g. berita keselamatan dan keamanan pelayaran; 
h. pemanduan; 

i. berita meteorologi; dan 

j. kondisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. 

(2) Sistem informasi Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: 

a. pengumpulan data; 

b. pengolahan data; 
c. penganalisisan data; 

d. penyajian; 

e. penyebaran; dan 
f. penyimpanan data dan informasi. 

 

Pasal 135 
(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

134 ayat (2) huruf a dilakukan melalui laporan yang 

berasal dari: 

a. penyelenggara Telekomunikasi-Pelayaran; 
b. penyelenggara sarana bantu navigasi-pelayaran; 

c. Stasiun Meteorologi Maritim; 
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d. penyelenggara pelabuhan dan syahbandar utama;  
e. masyarakat; dan 

f. sumber informasi lainnya. 

(2) Pengolahan dan penganalisian data sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf b dan huruf c 

dilakukan melalui: 

a. identifikasi; 
b. inventarisasi; 

c. penelitian; 

d. evaluasi; 
e. kesimpulan; dan 

f. pencatatan. 

(3) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat 
(2) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi. 

(4) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat 

(2) huruf e dapat dilakukan melalui: 

a. Stasiun Radio Pantai; 
b. VTS; 

c. Navigational Telex (Navtex); 

d. SafetyNet dan SafetyCast; 
e. Marine Electronic Highway (MEH); 

f. Sistem Pelaporan Kapal (Ships Reporting 
System/SRS); atau 

g. Long Range Identification and Tracking of Ships 
(LRIT); 

(5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 134 ayat (2) huruf f dilakukan secara 
elektronik. 

(6) Dalam hal penyimpanan data dan informasi belum dapat 

dilakukan secara elektronik, penyampaian data dan 

informasi dilakukan secara manual. 
 

BAB XVI 

Sumber Daya Manusia Telekomunikasi-Pelayaran 
 

Pasal 136 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 131 ayat (1), Otoritas Nasional (Competent 
Authority) dibantu oleh petugas Telekomunikasi-

Pelayaran.  

(2) Petugas Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional 

tertentu yang menangani penyelenggaraan 

Telekomunikasi-Pelayaran.  
(3) Pengangkatan pejabat fungsional tertentu yang 

menangani penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, 
kewenangan, kompetensi, dan kualifikasi, serta 

penetapan petugas Telekomunikasi-Pelayaran diatur 

dalam Peraturan Menteri. 
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Pasal 137 
(1) Petugas Telekomunikasi-Pelayaran harus lulus 

pendidikan dan pelatihan dibidang Telekomunikasi-

Pelayaran yang diselenggarakan oleh Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau 

Lembaga Pendidikan yang mendapat persetujuan dari 

Direktur Jenderal. 
(2) Pendidikan dan pelatihan dibidang Telekomunikasi-

Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan silabus yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal. 

 

BAB XVII 
LEMBAGA PELATIHAN 

 

Pasal 138 

(1) Lembaga Pelatihan VTS dilaksanakan oleh Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 

Kementerian Perhubungan. 

(2) Lembaga Pelatihan VTS dapat dilaksanakan oleh 
Lembaga Pelatihan setelah mendapat akreditasi oleh 

Direktur Jenderal selaku Otoritas Nasional (Competent 
Authority). 

(3) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Lembaga Pelatihan VTS mengajukan 

permohonan kepada Direktur Jenderal selaku Otoritas 

Nasional (Competent Authority) dengan disertai 
persyaratan berupa: 

a. standar sarana dan prasarana; 

b. standar pendidikan dan tenaga pendidikan; 
c. standar pengelolaan; 

d. standar pembiayaan; 

e. standar kompetensi kelulusan;  
f. standar isi; 

g. standar proses; dan 

h. standar penilaian pendidikan.  

(4) Lembaga pelatihan VTS wajib menyampaikan laporan 
kegiatan penyelenggaraan pelatihan VTS setiap 6 (enam) 

bulan kepada Direktur Jenderal selaku Otoritas Nasional 

(Competent Authority). 
 

BAB XVIII 

Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi dalam Dinas 
Bergerak Pelayaran (Accounting Authority Identification 

Code/AAIC) 

 

Pasal 139 
(1) Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas 

Bergerak Pelayaran (accounting authority identification 
code/AAIC) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut 
nasional atau Pelaku Usaha yang memiliki izin usaha 

yang bergerak di bidang jasa maritim setelah 

mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
standar pemberian Kuasa Perhitungan jasa 
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telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran 
(accounting authority identification code/AAIC). 

(3) Standar pemberian Kuasa Perhitungan jasa 

telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran 
(accounting authority identification code/AAIC) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling 

banyak untuk 25 (dua puluh lima) Kuasa Perhitungan 
jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran 

(accounting authority identification code/AAIC) sesuai 

ketentuan International Telecommunication Union. 

(4) Standar pemberian Kuasa Perhitungan jasa 
telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran 

(accounting authority identification code/AAIC) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 
jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.  

(5) Penerbitan standar pemberian Kuasa Perhitungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal 140 
(1) Pelaku Usaha yang diberikan standar pemberian Kuasa 

Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak 

Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) 
dalam melaksanakan kegiatan wajib: 

a. mentaati peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lain di bidang pelayaran dan 
telekomunikasi; 

b. membuat laporan dan menyelesaikan perhitungan 

biaya kepada pihak yang berhak, baik dalam negeri 

maupun luar negeri; 
c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal 

setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau: 

1. setiap terjadi pendaftaran baru, pemindahan, 
perubahan atau penghapusan Stasiun Radio 

Kapal dan/atau Stasiun Bumi Kapal dalam 

daftar tanggung jawabnya; 
2. setiap terjadi penyelesaian perhitungan jasa 

telekomunikasi dalam Dinas Bergerak 

Pelayaran; dan 
3. setiap perubahan/penggantian tenaga ahli di 

bidang radio elektronika yang dimiliki. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

meliputi: 
a. daftar nama kapal; 

b. Tanda Panggil (Call Sign)/identifikasi kapal; 

c. bendera atau kebangsaan kapal; dan 
d. pembayaran dan hutang piutang dalam dan luar 

negeri. 

(3) Kegiatan Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam 
Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority 
identification code/AAIC) dilakukan pengawasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perizinan berusaha berbasis resiko. 
 

www.peraturan.go.id



2023, No.143 
-

61- 

(4) Dalam hal diperlukan, audit dapat dilakukan atau 
sewaktu-waktu oleh Direktur Jenderal. 

(5) Pelaku Usaha yang belum memperoleh Kuasa 

Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak 
Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) 

dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha yang telah 

memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi 
dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority 
identification code/AAIC). 

 

BAB XIX 
ZONA KEAMANAN DAN KESELAMATAN  

TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN 

 
Pasal 141 

(1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pada 

sarana Telekomunikasi-Pelayaran ditetapkan zona 
keamanan dan keselamatan di sekitar sarana 

Telekomunikasi-Pelayaran. 

(2) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berfungsi: 

a. sebagai batas pengaman konstruksi; dan 

b. melindungi Telekomunikasi-Pelayaran dari gangguan 

sarana lain. 
(3) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dengan radius 500 (lima ratus) meter yang 

dihitung dari sisi terluar antena sarana Telekomunikasi-
Pelayaran. 

(4) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan standar 
lokasi sarana Telekomunikasi-Pelayaran. 

(5) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan wilayah yang tidak terdapat 

bangunan atau tumbuhan yang dapat mengganggu 
fungsi Telekomunikasi-Pelayaran. 

 

Pasal 142 
(1) Pada zona keamanan dan keselamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 141 dilarang membangun 

instalasi atau bangunan lainnya. 
(2) Zona keamanan dan keselamatan Telekomunikasi-

Pelayaran diperuntukkan hanya bagi petugas 

Telekomunikasi-Pelayaran dan sebagai batas 
pengamanan bagi konstruksi serta gangguan fungsi 

Telekomunikasi-Pelayaran. 

 

BAB XX 
KERUSAKAN DAN HAMBATAN 

 

Pasal 143 
(1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan 

dan/atau hambatan terhadap sarana Telekomunikasi-

Pelayaran dapat berupa: 
a. merusak fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran; 

b. menimbulkan gangguan pada pancaran dan/atau 
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penerimaan Telekomunikasi-Pelayaran; 
c. membangun termasuk memasang iklan di dalam 

zona keamanan dan keselamatan Telekomunikasi-

Pelayaran; 
d. memasang dan menempatkan sesuatu pada 

Telekomunikasi-Pelayaran; dan 

e. menyalahgunakan fungsi Telekomunikasi-Pelayaran. 
(2) Pelaku Usaha, pemilik, dan/atau operator kapal wajib 

memastikan bahwa perangkat Telekomunikasi-Pelayaran 

dan navigasi elektronika yang ditempatkan di atas kapal 
berfungsi dengan baik dan dioperasikan sesuai dengan 

peruntukkannya termasuk perangkat yang digunakan 

untuk memancarkan sinyal keadaan mara bahaya 

(emergency position indicating radio beacon/EPIRBs).  
(3) Pelaku Usaha, pemilik, dan/atau operator kapal wajib 

memastikan bahwa perangkat emergency position 
indicating radio beacon (EPIRBs) di atas kapal 
dioperasikan dengan benar sebagaimana fungsinya 

untuk menghindari false alert distress. 

(4) Pelaku Usaha, pemilik, dan/atau operator kapal wajib 

melaporkan kepada syahbandar dan/atau Pejabat 
Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) jika 

perangkat emergency position indicating radio beacon 
(EPIRBs) rusak dan/atau tidak dipergunakan kembali 
karena kapal dijual sebagai barang bekas (scrapped) atau 

karena alasan lainnya sehingga emergency position 
indicating radio beacon (EPIRBs) tidak dapat dioperasikan 

sebagaimana fungsinya. 
 

BAB XXI 

SANKSI ADMINISTRATIF  
 

Pasal 144 

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 38 

ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat 

(2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 56, Pasal 

60, Pasal 69, Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (4), Pasal 
99, Pasal 100 ayat (1), Pasal 100 ayat (3), Pasal 104 ayat 

(1), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 129 ayat (2), Pasal 129 

ayat (3), Pasal 138 ayat (4), Pasal 140 ayat (1), Pasal 143 
ayat (2), Pasal 143 ayat (3), Pasal 143 ayat (4) dikenai 

sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang sanksi 

administratif pelayaran. 
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BAB  XXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 145 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang 

Telekomunikasi-Pelayaran, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 146 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Februari 2023 

MENTERI PERHUBUNGAN    

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.    

   BUDI KARYA SUMADI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Februari 2023 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 
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